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MOTTO 
 
 
 
 
   
      
    
     
      
    
    
 
 
Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal berperang itu adalah sesuatu yang 
kamu benci. boleh Jadi kamu membenci sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan 
boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 
 (QS.Al-Baqarah: 216) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 
dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf 
Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
 ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
 No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
 و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta 
Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 
 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 
tanda Syaddah itu. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti leh huruf 
Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, 
kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata 
sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
 3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila 
nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital 
adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 
digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 للهدمحلا نيملاعلا بر  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi 
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 
penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu 
bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 AULIA ARIF PRATIWI, NIM: 15.21.31.065, “THE REMOVAL OF 
ORGANS FROM LIVING DONORS FOR THE PURPOSE OF 
TRANSPLANTATION ACCORDING TO POSITIVE LAW AND MUI FATWA 
NO. 13 OF 2019”. Organ transplant is a medical action to move an organ and or 
tissue of a human body to another human body or its own body. The purpose of 
transplanting organs and or body tissues is for humanity and is prohibited to be 
commercialized. The organs themselves can be collected from living donors. The 
purpose of this study is for the reader to know how the action in organ harvesting 
is and whether it complies with the regulations that are specifically talking about 
it. 
Based on this research, the author requires the method used in facilitating 
conducting qualitative research as follows, Research in writing this thesis can be 
categorized as library research with a normative juridical approach. Data sources 
in this study are positive law and MUI Fatwa No. 13 of 2019. 
The results of this study, in response to the case of organ harvesting from 
living donors, the author refers to the regulations contained in positive law 
including Law No. 38 of 2016 concerning The Implementation of Organ 
Transplants, Law No. 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in 
Persons, and MUI Fatwa No. 13 of 2019 concerning Transplantation of Living 
Donors. 
Keywords: organ harvesting, living donors, positive law, MUI fatwa 
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ABSTRAK 
 AULIA ARIF PRATIWI, NIM: 15.21.31.065, “PENGAMBILAN 
ORGAN TUBUH DARI PENDONOR HIDUP UNTUK KEPENTINGAN 
TRANSPLANTASI MENURUT HUKUM POSITIF DAN FATWA MUI NO. 
13 TAHUN 2019”. Transplantasi organ adalah tindakan medis untuk 
memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia lain 
atau tubuhnya sendiri. Tujuan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh adalah 
untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Organ tubuh itu sendiri 
dapat diambil dari pendonor dalam keadaan hidup. Tujuan dari penelitian ini 
adalah agar pembaca mengetahui bagaimana tindakan dalam pengambilan organ 
itu dan apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang memang khusus berbicara 
mengenai hal tersebut. 
Berdasarkan penelitian ini, penulis memerlukan metode yang digunakan 
dalam memfasilitasi melakukan penelitian kualitatif sebagai berikut, Penelitian 
dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan 
dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
hukum positif dan Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019. 
Hasil dari penelitian ini, dalam menanggapi kasus pengambilan organ 
tubuh dari pendonor hidup penulis mengacu pada peraturan yang terdapat dalam 
hukum positif diantaranya UU No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Transplantasi Organ, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, dan Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang 
Transplantasi Dari Pendonor Hidup. 
Kata Kunci : pengambilan organ, pendonor hidup, hukum positif, fatwa MUI 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagaimana diketahui, perkembangan transplantasi organ tubuh 
manusia saat ini semakin berkembang sangat cepat. Tidak hanya organ 
jantung manusia, namun berkembang ke cangkok ginjal, hati, dan 
beberapa organ lain termasuk jaringan  tubuh  manusia  seperti  jaringan  
otot  ligament maupun syaraf.1 Untuk kepentingan transplantasi organ dan 
jaringan tubuh manusia, umumnya diperoleh oleh penerima dari keluarga 
dekat. Sebagai seorang calon donor organ, kedekatan sifat dasar kondisi 
kesehatan fisik dan kelayakan secara kesehatan menjadi pertimbangan 
mengapa donor organ umumnya dilakukan antar keluarga yang memiliki 
pertalian kekerabatan dengan harapan memiliki kesamaan golongan darah 
dan kesamaan dalam sifat dan karakter antibodi/kekebalan tubuh serta 
terkait masalah etika dan  kemanusiaan.2 
Transplantasi pada prinsipnya sangat membantu dalam upaya 
penyembuhan penyakit, seperti kasus Dahlan Iskan. Mantan menteri 
BUMN ini selama puluhan tahun harus hidup dengan penyakit gagal hati. 
Namun, Dahlan berhasil mengikuti transplantasi ginjal di Cina pada tahun 
2007. Meskipun harus berjuang keras dikarenakan pasca operasi cangkok 
hati tersebut tidak lantas membuat Dahlan benar-benar sembuh total. Ia 
tetap harus rutin mengkonsumsi obat tiga kali sehari, berolahraga dan 
disiplin mengatur waktu kerja dan istirahat. Ia menjelaskan bahwa obat  
yang  dikonsumsi  bukan  untuk  menyembuhkan,  tetapi  hanya  alat  
untuk mempertahankan agar hati yang dicangkok tetap terkoneksi dengan 
                                                             
1Barder Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2005), hlm. 14. 
2 Ruslan Abdul G. & Yudi Armansyah. “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ 
Tubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum Islam dan Kesehatan”. Vol 8. 
Nomor 2. 2016. Hal 159-161. 
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tubuh.3 
  Seiring perkembangan zaman, terdapat berbagai kejahatan 
transnasional yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka 
multilateral, seperti kejahatan perdagangan organ tubuh manusia atau 
environmental crime. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai 
konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum 
kejahatan tersebut membahayakan keselamatan pendonornya. Semakin 
beragam dan meluasnya tindak kejahatan perdagangan organ tubuh 
manusia secara lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan 
mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk 
menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional, dan 
multilateral. 
Kejahatan transnasional perdagangan organ tubuh manusia lebih luas 
lagi. Perdagangan organ tubuh adalah perdagangan yang melibatkan organ 
dalam tubuh manusia (jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan lain-lain) untuk 
transplantasi. Salah satu penyebab mengapa orang menjual organ 
tubuhnya, dikarenakan faktor kemiskinan dan adanya celah dalam undang-
undang yang turut berkontribusi dalam organ  trafficking.  Kemiskinan  
yang  terjadi  di  negara-negara  berkembang dapat dilihat dengan besarnya 
pasar gelap untuk organ tubuh manusia yang diperjualbelikan. 
Bagaimanapun juga, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab 
adanya perdagangan organ illegal, negara termiskin di dunia belum tentu 
mempunyai pasar gelap untuk perdagangan organ tubuh manusia. 
Legislasi merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan adanya 
pasar gelap untuk organ.4 
 Kasus penjualan organ tubuh manusia jika ditelusuri secara intensif 
akan ditemukan persoalan yang akut. Kenyataannya penyebab munculnya 
kasus jual beli organ tubuh manusia tidak hanya dari aspek hukum semata. 
Faktor lain turut mempengaruhi tingginya praktik jual beli organ tubuh, 
                                                             
3“Kisah Dahlan Iskan,Cangkok Hati dan Taruhkan Hati”, dikutip dari Tempo.co 
4Ibid 
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salah satunya faktor ekonomi bagi penjual individu (rata-rata menawarkan 
ginjalnya) untuk dijual melalui media sosial seperti facebook, twitter dan 
sebagainya. 
 Selain itu, kebutuhan akan organ yang sangat tinggi berdampak pada 
semakin banyaknya jual beli organ tubuh manusia di pasar gelap. Menurut 
jurnal kesehatan The Lancet, harga ginjal di pasaran dapat mencapai 
US$15.000.5 Kesulitan mencari donor di Indonesia membuat para 
penderita gagal ginjal harus mencari ginjal sampai ke negeri Cina. 
Walaupun tidak murah, persediaan organ yang sangat banyak membuat 
mereka tertarik menjalani transplantasi disana. 
 Faktanya, biaya transplantasi bermacam-macam dan sangat mahal, 
sesuai dengan rumah sakit yang dirujuknya, ditawarkan paket operasi 
pencangkokan ginjal di Cina yang meliputi biaya cangkok khusus untuk 
pasien, obat-obatan, biaya makan/minum selama perawatan, perawatan 
untuk penyakit ringan, perawatan pra dan pasca operasi transplantasi, jasa 
penerjemah, biaya paket yang ditawarkan berbeda-beda tergantung rumah 
sakitnya. Rata-rata biayanya 25.000-30.000 dolar AS. Biaya paket tersebut 
di luar biaya perjalanan tiket pesawat, pengurusan paspor, visa dan biaya 
viskal. 
 Sejumlah ahli mengatakan perdagangan organ tubuh manusia secara 
illegal terjadi karena jarang ada tuntutan hukum dan biasanya terjadi di 
dunia ketiga. Hasilnya, sulit untuk melacak aksi yang dilakukan oleh 
penyelundup organ tubuh manusia. Terdapat perdebatan tentang penjualan 
organ tubuh manusia. Martin Wilkinson, sebagaimana dikutip Hanny 
Ronosulityo ”menjual organ tubuh manusia seharusnya tidak lagi menjadi 
tindak pidana, dengan alasan menghukum orang untuk menjual organ 
tubuh mereka melanggar hak untuk memutuskan apa yang harus dilakukan 
mereka dengan tubuh sendiri. Sementara orang-orang yang putus asa 
berbaring sendiri terbuka untuk eksploitasi dan kebohongan, penjual organ 
dieksploitasi dan tertipu di pasar gelap. Ia mengatakan bahwa jawaban 
                                                             
5Ibid. hlm.166 
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untuk semua permasalahan  ini  adalah  dengan  mengatur  pasar,  bukan  
mengemudi  di bawah tanah. 
Tujuan dari larangan penjualan terhadap organ tubuh manusia tidak 
lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia itu sendiri 
sehingga tidak dengan mudah memperjualbelikan organ tubuhnya demi 
mendapatkan uang semata-mata. Bila ditelusuri melalui fatwa Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi 
organ tubuh manusia pada tahun 1950.  Di  dalam  fatwa  tersebut  
disampaikan  bahwa  tranplantasi  organ diperbolehkan, tetapi yang tidak 
diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh. Sebenarnya 
seseorang tidak berhak memberikan organ tubuhnya, organ itu bukan milik 
pribadi, dan tidak membeli. Manusia hanya diamanati oleh Allah SWT 
untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh 
orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak 
dikomerasialisasikan. Pengaturan tranplantasi harus diatur negara 
(pemerintah) agar tidak disalahgunakan. Dalam Al-Qur’an dan Hadits 
disampaikan tentang pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan 
taqwa serta larangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. 
Dalam skripsi ini, penulis ingin memaparkan bagaimana hukum 
dari transplantasi organ itu sendiri jika dilihat dari sisi Hukum Positif 
Indonesia dan Hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits), apalagi jika dalam 
perolehan organ tersebut dilakukan secara illegal tidak sesuai dengan 
peraturan-peraturan yang berlaku. Bisa saja dalam memperoleh organ 
melalui akun-akun internet atau agen-agen penjualan organ tubuh manusia 
yang tidak bertanggung jawab mendapatkan organ tersebut atas izin atau 
tidak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan selamat membaca. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari judul skripsi di atas dapat diambil beberapa permasalahan yakni 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana transplantasi organ yang dilakukan di Indonesia? 
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam terkait 
dengan transplantasi organ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian skripsi ini antara lain : 
1. Mengetahui praktik transplantasi organ yang dilakukan di Indonesia. 
2. Mengetahui pendapat hukum positif dan hukum pidana Islam yang  
terkait transplantasi organ. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian skripsi terbagi 2 (dua) antara lain : 
1. Manfaat Praktis 
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi 
mahasiswa hukum dalam mencari hukum-hukum yang jelas mengatur 
terkait sebuah kasus transplantasi organ di Indonesia. 
2. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran 
yang memperkaya pembaca dalam menemukan hukum-hukum yang 
menangani kasus transplantasi organ. 
E. Kerangka Teori 
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak 
terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, 
maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul 
skripsi ini yaitu Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Hukum 
Positif dan Hukum Pidana Islam.6 Penjelasannya sebagai berikut: 
                                                             
6Niken Anjarwati, Studi Komparatif Tentang Batas Usia Anak yang Dapat Dijatuhi 
Hukuman Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Anak, (Sukoharjo: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2019), hlm. 8-9. 
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1. Teori Hukum Islam Jarimah 
Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syarah yang 
sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam Al-
Mawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal 
yang dilarangk dan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam 
dengan hukuman had atau takzir.7 
Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, 
peristiwa pidana atau delik), apabila perbuatan tersebut mengakibatkan 
kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan 
atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, 
perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi 
keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut 
yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, 
nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau 
gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri adat 
istiadat dan sebagainya.8 Dalam skripsi ini teori jarimah yang dipakai 
adalah teori Qishash. 
Allah SWT telah melarang hambaNya dalam perbuatan buruk, 
salah satunya adalah menyiksa atau menganiaya sesama hingga si 
korban meninggal dunia. Perintah ini tercantum dalam surat Al-Baqarah 
ayat 178 sebagai berikut: 
   
    
    
  
    
     
  
    
    
                                                             
7 Al-Mawardi, Al –Ahkam Al-Sulthaniyah,  (Jakarta: Darul Falah, 1973), hlm. 219. 
8 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm 17. 
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     
        
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka 
Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah 
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 
diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara 
yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, 
Maka baginya siksa yang sangat pedih. 
Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak 
dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang 
terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. 
pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak 
mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah 
membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh 
si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil 
qishash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.9 
2. Teori Hukum Positif 
Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumulan 
asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan 
mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui 
pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. 
Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah 
                                                             
9Microsoft Word, AL-Qur’an (Add-Ins). 
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kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang 
berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh 
atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. 
Adapun hukum positif yang terdapat dalam skripsi ini adalah PP 
No. 18/1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis 
serta Transplantasi Alat dan Jaringan Tubuh Manusia, Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Undang-Undang No. 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan 
Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau 
Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup. 
F. Tinjauan Pustaka 
Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau 
tidak. Maka dalam mendukung tujuan penelitian ini, maka penulis 
mencoba mengembangkan tulisan ini dengan dukungan oleh penelitian 
terdahulu, maka terdapat beberapa penelitian tentang transplantasi organ 
secara hukum Islam maupun hukum positif sebagai berikut.10 
Skripsi yang ditulis oleh Sunarti dengan judul, “Wasiat Transplantasi 
Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam”. Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi tersebut menjelaskan 
mengenai persetujuan pihak korban dalam proses transplantasi organ 
keluarganya yang sudah meninggal dunia. Terdapat perbedaan dengan 
skripsi penulis bahwa dalam penelitian ini penulis menjelaskan terkait 
hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada pelaku transplantasi organ 
secara ilegal berdasar hukum Islam dan hukum positif.11 
                                                             
10Ibid. hlm. 12 
11 Sunarti, “Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum Islam”, 
(Makassar: Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar,2016), Skripsi, dikutip dari repository.uin-
alauddin.ac.id, diakses tanggal 13 Mei 2018 . 
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Skripsi yang ditulis oleh Nur Intan Fatimah12 dengan judul, 
“Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum Kesehatan 
dan Hukum Islam”. Fakultas Hukum dari Universitas Lampung. 
Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini tidak dibahas 
mengenai sejarah transplantasi organ itu dilakukan berdasar hukum 
kesehatan dan hukum Islam. 
Jurnal yang ditulis oleh Hwian Christianto dengan judul, “Konsep Hak 
Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai 
Kemanusiaan”, MIMBAR HUKUM Volume 23 No.1 Universitas 
Surabaya. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu urnal tersebut 
menjelaskan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia (Universal 
Declaration of Human Rights) terkait dengan pelaksanaan transplantasi 
organ tubuh manusia.13 Tidak terlalu spesifik membahas hukuman 
transplantasi organ secara ilegal baik berdasar hukum positif maupun 
hukum pidana Islam. 
Jurnal yang ditulis oleh Ansella Rambu Mosa dan kawan-kawan 
dengan judul,”Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif 
Kejahatan Lintas Negara”, Fakultas Hukum Unversitas Brawijaya. Dalam 
jurnal ini dijelaskan mengenai transaksi yang melibatkan 2 atau lebih 
negara dalam penjualan organ tubuh manusia dalam fungsi hukum 
internasional maupun nasional sehingga ada kerjasama bilateral maupun 
multilateral.14 Perbedaan dengan skripsi penulis, bahwa dalam skripsi ini 
                                                             
12Nur Fatimah, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum 
Kesehatan dan Hukum Islam”, (Lampung: FH Universitas Lampung, 2018), Skripsi,dikutip dari 
digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2019. 
13Hwian Christianto, “Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ 
Berdasarkan Nilai Kemanusiaan”, Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, 2011. 
14 Ansella Rambu Mossa, dkk, “Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif 
Kejahatan Lintas Negara”,(FH Univ. Brawijaya),dikutip dari hukum.studentjournal.ub.ac.id, 
diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 22.14 WIB. 
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membahas hukuman transplantasi organ secara ilegal baik dari hukum 
positif maupun hukum pidana Islam. 
Jurnal yang ditulis oleh Ruslan Abdul Gani dan Yudi Armansyah 
dengan judul , “Penegakan Hukum Kasus Jual Beli Organ Tubuh di 
Indonesia”, FENOMENA Vol. 8 No. 2 Tahun 2016. Dalam jurnal ini 
dijelaskan perbandingan hukum antara hukum pemerintahan dengan 
hukum Islam dalam menanggapi kasus penjualan organ tubuh di Indonesia 
yang dinilai membahayakan bagi si pendonor. Persamaan dengan skripsi 
ini yaitu terkait hukuman transplantasi organ baik dari hukum positif 
maupun hukum Pidana Islam. Perbedaannya adalah dalam jurnal tersebut 
lebih membandingkan kedua hukuman tersebut/komparatif. 
G. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, 
penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, yaitu 
penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak megadakan 
perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh 
pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. 
Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data 
yang banyak dan lebih bersifat monografis, atau berwujud kasus-kasus. 
Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak 
data atau berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-
kategori lebih mudah. 
Dalam merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto 
membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian 
hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam 
penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepustakaan) yaitu hukum 
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 
berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum 
normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
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bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu 
dalam bentuk tertulis (kepustakaan). 
2. Sumber dan Jenis Data 
a. Sumber Data 
Dalam penelitian lazimnya dibedakan antara data yang 
diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan 
pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari 
sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat terhadap 
penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 
berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berbentuk 
dokumen.15 
Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah PP No. 18/1981 tentang Bedah Mayat Klinis 
dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan Jaringan 
Tubuh Manusia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fatwa MUI No. 13 Tahun 
2019 tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh dari 
Pendonor Hidup untuk Orang Lain. 
b. Jenis Data 
Penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian 
hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data 
sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun 
penjelasannya sebagai berikut: 
1) Bahan Hukum Primer 
Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan 
penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama 
                                                             
15 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. 
Raja GrafindoPersada), hlm. 167-168. 
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seperti buku-buku dan jurnal. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder ini bersifat pendukung, dalam 
arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas 
data primer. Adapun data sekunder tersebut dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a) Undang Undang No. 38 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ. 
b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
c) Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi 
Organ dan atau Jaringan Tubuh dari Pendonor Hidup 
untuk Orang Lain. 
3) Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier ini untuk memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan 
referensi dari internet, artikel ilmiah, dan ensiklopedia. 
c. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah 
dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data 
dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen yang ada 
hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut Suharsimi 
Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 
barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi 
peneliti meneliti benda-benda tertulis. Hal ini sesuai dengan jenis 
penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya 
bersifat tertulis. 
d. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang terdiri sebagai berikut: 
1) Reduksi Data 
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Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 
transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 
tertulis dilapangan.16 
2) Penyajian data 
Alur penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian 
data yang membatasai pada suatu penyajian sebagai 
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan putusan. 
3) Menarik kesimpulan 
Menurut Milles dan Hubberman, menyatakan “langkah 
ketiga pada analisis data kualitatif adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi”. Dari pengumpulan data, mulai 
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan 
proporsi sehingga makna-makna yang muncul dari kata dapat 
diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.17 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan proposal 
penelitian ini, penulis akan membagi kedalam tiga bagian, yakni : 
BAB I Pendahuluan, Bab pendahuluan menguraikan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian 
dan sistematika penulisan skripsi yang berjudul“TRANSPLANTASI 
ORGAN TUBUH MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM”.Isi dari bab pendahuluan ini merupakan 
pengembangan yang dikemukakan dalam proposal skripsi. 
                                                             
16 Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber 
tentang Metode-Metode Baru). (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), hlm: 16 
17 Sugiono, “Metode Penelitian Pendidikan”, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm: 345 
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BAB II Landasan Teori, Berisi uraian tentangdefinisi persoalan dan 
teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori itu 
berfungsi untuk menganalisis data. Hal-hal yang terkait dengan 
transplantasi organ meliputi organ manusia, hukum-hukum yang 
mengatur persoalan tersebut baik Al-Qur’an maupun Hadits, Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.38 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ, UU No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fatwa MUI No. 
13 Tahun 2019. 
BAB III Deskripsi Data Penelitian, Berisi uraian tentang data-data 
diskusi atau fakta-fakta yang terjadi terkait kasus peredaran organ tubuh 
manusia di pasar gelap, transaksi organ tubuh manusia di pasar gelap, 
dan proses transplantasi di wilayah Indonesia. 
 BAB IV Analisis, Berisi uraian tentang analisis data penelitian 
yaitu praktik transplantasi dan transplantasi organ yakni dari hukum 
positif dan hukum pidana Islam. Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia No.38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi 
Organ, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019. 
BAB V Penutup, Berisi uraian tentang kesimpulan yakni menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah dan disertai saran-
saran.18Dengan melihat hasil analisis dari kasus transplantasi organ. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18Rial Fuadi, dkk, “Buku Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Ujian Skripsi”, 
(Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2018).   
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BAB II 
RUANG LINGKUP TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH MANUSIA 
A. Pengertian  Transplantasi  Organ  Tubuh 
Transplantasi berasal dari Bahasa Inggris yakni “To Transplant”yang 
berarti “ To Move from One Place to Another” artinya “berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain”.Di dalam PP No. 18 Tahun 1981 yang dimuat dalam 
LN 1981 No. 23 tentang ‘Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis 
serta Transplantasi Alat atau Jaringan Organ Tubuh  Manusia’, dirumuskan 
pengertian sebagai berikut: 
“Transplantasi adalah  rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan 
alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri 
atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau 
jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik”. (Pasal 1 butir (f) PP 
No. 18 Tahun 1981). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No. 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, Pasal (1) 
ayat (1) bahwa “Transplantasi Organ adalah pemindahan organ dari pendonor 
ke resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan resipien.” 
Transplantasi merupakan terapi pengganti yang merupakan upaya 
terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan organ tubuhnya 
dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain. Di samping 
pertimbangan medis dan kesehatan, tranplantasi juga harus 
mempertimbangkan dari segi non medis yakni agama, budaya, hukum, 
kepercayaan dan sebagainya. 
Organ tubuh pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai jaringan 
yang menghasilkan satu fungsi atau lebih. Contoh organ adalah usus. Usus 
merupakan salah satu organ penyusun sistem pencernaan yang tersusun atas 
berbagai jaringan, misalnya jaringan epitelium batang (silindris), jaringan otot 
polos,  jaringan saraf, dan jaringan ikat. 
Jaringan epitelium yang terletak di lumen usus berfungsi menyerap 
makanan, menghasilkan mukus (lendir), serta menyereksi enzim pencernaan. 
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Jaringan otot yang tersusun secara melingkar (sirkular) dan membujur 
(longitudinal) berperan dalam gerak peristaltik. Jaringan ikat pada pembuluh 
darah berfungsi mengangkut sari makanan. Jaringan saraf berfungsi dalam 
mengoordinasi kerja ketiga jaringan tersebut. Gabungan keempat jaringan 
tersebut melakukan satu fungsi yaitu mencerna makanan. 
Berdasarkan letaknya, organ pada tubuh dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu organ dalam dan organ luar. Organ yang bisa terlihat dari luar disebut 
organ luar, contohnya hidung. Sementara itu, organ yang terletak di dalam 
tubuh disebut organ dalam, contohnya lambung, jantung, paru-paru, hati dan 
ginjal.19 
Jaringan20 adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang 
sama. Ada 4 tipe jaringan utama yang membentuk tubuh suatu organisme 
multiseluler termasuk manusia. Suatu jaringan utama atau jaringan dasar 
dapat didefinisikan sebagai kumpulan sel yang bekerja bersama-sama, 
mengemban suatu fungsi tertentu atau kumpulan fungsi sel yang 
menghasilkan materi atau komponen tidak hidup yang terdapat di anatara sel 
dan bagian jaringan tubuh. Komponen tidak hidup tersebut membatasi bagian 
intraseluler, menguatkan tubuh dan membantu memelihara bentuk tubuh. 
Empat tipe jaringan pembentuk tubuh yaitu sebagai berikut: 
a. Jaringan epitel, sel-sel tersusun rapat dengan sedikit substansi 
perekat di antaranya, sebagai pelindung tubuh, menutup seluruh 
permukaan luar seperti permukaan kulit, dan membentuk kelenjar-
kelenjar. Tetesan keringat yang dikeluarkan dari kulit memainkan 
berbagai peran bagi tubuh. Selain menurunkan suhu tubuh, mereka 
menyediakan zat gizi bagi bakteri dan jamur tertentu yang hidup di 
permukaan kulit serta menghasilkan bahan sisa bersifat asam, 
seperti asam laktat yang membantu menurunkan tingkat Ph 
                                                             
19Admin Penerbit Erlangga Friday, Pengertian Organ Tubuh, dikutip dari erlangga.co.id, 
diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 17.33 WIB 
20 Sukiniarti, Anatomi dan Fisiologi Manusia “Modul 1: Tubuh Manusia”, dikutip dari 
repository.ut.ac.id, diakses tanggal 4 Oktober 2019 pukul 20.41 WIB. 
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(keasaman) kulit. Media bersifat asam di permukaan kulit ini 
menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi bakteri 
berbahaya yang mencari tempat tinggal. 
b. Jaringan ikat atau penghubung, umumnya sel-sel terpisah jauh oleh 
sejumlah substansi intersel yang relatif besar, mendukung dan 
memelihara organ tubuh secara bersama-sama. 
c. Jaringan otot, ada tiga tipe otot yang berbeda, yaitu otot polos yang 
dapat ditemukan di organ tubuh bagian dalam, otot lurik yang dapat 
ditemukan pada rangka tubuh, dan otot jantung yang dapat 
ditemukan di jantung.  
d. Jaringan saraf, terdiri atas sel-sel, beberapa di antaranya sangat 
besar, dan cabang-cabangnya yang panjang, fungsi jaringan saraf 
adalah menerima dan mengirimkan pesan, agar bagian tubuh dapat 
berkomunikasi satu dengan yang lain. 
2. Jenis - Jenis Transplantasi 
Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang 
dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan atas: 
a. Autograft,yaitu: 
Pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain 
dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing, misalnya 
dari pantatnya atau dari pipinya. 
b. Allograft,yaitu: 
Pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang 
sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia.Transplantasi 
‘allograft’ yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara 
lain: transplantasi ginjal21, dan kornea mata. Di sampingitu juga sudah 
terjadi transplantasi hati, meskipun keberhasilannya belum tinggi. 
c. Xenograft,yaitu: 
Pemindahan jaringan atau organ  dari satu tubuh ke tubuh lain yang 
                                                             
21 Melinda Veronica S. “Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati”. Lex Et Societatis. 
Vol.1. Nomor 1, 2013. Hlm. 140-141 
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tidak sama spesiesnya, misalnya anatar spesies manusia dengan 
binatang. Yang sudah terjadi contohnya pencangkokan hati manusia 
dengan hati baboon, meskipun   tingkat  keberhasilannya masih kecil. 
3. Praktik Transplantasi Dalam Dunia Kedokteran  
Teknologi masa kini terus menuju perubahan yang sangat signifikan 
seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Menurut dunia kedokteran 
timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada 
obatnya. Banyak penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat 
yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif 
rumit, seperti transplantasi organ, hal ini merupakan suatu prosedur tindakan 
kesehatan yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan mendalam.  
Sejak kesuksesan transplantasi yang pertama kali berupa ginjal dari 
pendonor kepada pasien gagal ginjal pada tahun 1954, perkembangan di 
bidang transplantasi maju dengan sangat pesat. Secara faktual, hal ini sangat 
membantu pihak-pihak yang menderita sakit untuk bisa sembuh kembali 
dengan penggantian organ yang rusak dengan organ yang sehat. Namun 
dalam pelaksanaannya banyak kendala-kendala yang dihadapi. Transplantasi 
organ akan memiliki nilai sosial dan kemanusiaan tinggi bila dilakukan atas 
dasar kemanusiaan bukan kepentingan komersial semata. Namun dengan 
adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan dengan kebutuhan 
organ, masalah komersialisasi organ menjadi salah satu perdebatan yang 
sensitif dalam dunia medis, hukum, maupun agama.Dibalik kesuksesan dalam 
perkembangan transplantasi organ itu sendiri muncul berbagai masalah baru. 
Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan tranplantasi, penolakan 
organ, komplikasi pasca transplantasi, dan resiko yang mungkin timbul akibat 
transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas 
dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi transplantasi.22 
                                                             
22Dikutip dari Elib.Unicom.ac.id, hlm. 68 diakses tanggal 22 Oktober 2019 pukul 18.57 
WIB. 
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Transplantasi merupakan salah satu hal yang paling luar biasa yang 
telah dicapai dalam dunia kedokteran modern. Transfusi darah merupakan 
salah satu jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. Transplantasi telah 
menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia, lebih dari ribuan orang 
pertahun diseluruh dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui 
transplantasi.Tahun 600 SM di India, Susruta telah berhasil melakukan 
transplantasi kulit. Selain itu pada zaman Renaissance, seorang ahli bedah 
dari Itali bernama Gaspare Tagliacozzi juga telah melakukan hal yang sama. 
John Hunter adalah pionir di dunia bedah eksperimental dan juga termasuk 
bedah transplantasi. John Hunter mampu membuat kriteria teknik bedah 
untuk menghasilkan suatu jaringan transplantasi yang tumbuh di tempat baru. 
Akan tetapi sistem golongan darah dan sistem histokompatibilitas yang erat 
hubungannya dengan reaksi terhadap transplantasi belum ditemukan. Abad ke 
20, Wiener dan Landsteiner menyokong perkembangan transplantasi dengan 
menemukan golongan darah sistem ABO dan sistem Rhesus. Saat ini 
perkembangan ilmu kekebalan tubuh makin berperan dalam keberhasilan 
tindakan transplantasi.  
Perkembangan teknologi kedokteran terus meningkat searah dengan 
perkembangan teknik transplantasi. Ilmu transplantasi modern juga makin 
berkembang dengan ditemukannya beberapa metode-metode pencangkokan, 
seperti :  
1. Pencangkokkan arteria mammaria interna di dalam operasi lintas koroner 
olah Dr. George E. Green.  
2. Pencangkokkan jantung, dari jantung kera kepada manusia oleh Dr. 
Cristian Bernhard, walaupun resepiennya kemudian meninggal dalam 
waktu 18 hari.23 
3. Pencangkokkan sel-sel substansia nigra dari bayi yang meninggal ke 
penderita Parkinson oleh Dr. Andreas Bjornklund. Transplantasi 
                                                             
23Ibid. hlm. 70. 
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merupakan metede pengobatan yang ditemukan dalam dunia kedokteran. 
Melibatkan donasi organ dari satu manusia kepada manusia lain yang 
menjadikan ribuan orang di seluruh dunia setiap tahunnya terselamatkan 
jiwanya. Terdapat tiga klasifikasi dalam transplantasi organ yaitu: 
a. Dari Segi Pemberi Organ (Pendonor) Ditinjau dari sudut pendonor 
organ atau jaringan tubuh, maka transplantasi dapat dibedakan 
menjadi:  
1)   Transplantasi dengan donor hidup Transplantasi dengan 
donor hidup adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh 
seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain 
dari tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan. Biasanya 
yang dilakukan adalah transplantasi ginjal, karena 
memungkinkan seseorang untuk hidup dengan satu ginjal saja. 
Akan tetapi mungkin bagi donor hidup juga untuk memberikan 
sepotong atau sebagian dari organ tubuhnya misalnya paru, 
hati, pankreas dan usus. Donor hidup juga dapat memberikan 
jaringan atau sel, misalnya kulit, darah dan sumsum tulang.24 
2)   Transplantasi dengan donor mati atau jenazah Transplantasi 
dengan donor mati atau jenazah adalah pemindahan organ atau 
jaringan dari tubuh jenazah orang yang baru saja meninggal 
kepada tubuh orang lain yang masih hidup. Pengertian donor 
mati adalah donor dari seseorang yang baru saja 
meninggaldanbiasanya meninggal karena                            
kecelakaan, serangan jantung, atau pecahnya pembuluh darah 
otak. Melihat kasus ini, donasi organ akan dipertimbangkan 
setelah usaha penyelematan mengalami kegagalan. Pasien 
mungkin meninggal dalam kamar emergensi ataupun dalam 
kondisi mati batang otak. Jenis organ yang biasanya 
didonorkan adalah organ yang tidak memiliki kemampuan 
                                                             
 24Ibid. hlm. 71-72 
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untuk regenerasi  misalnya  jantung, kornea, ginjal, pankreas 
dan hati.  
b. Dari Penerima Organ (Resipien)  
Sedangkan ditinjau dari sudut penerima organ atau resipien, 
maka transplantasi dapat dibedakan menjadi :  
1) Autograft  
Autotransplantasi adalah pemindahan suatu jaringan 
atau organ ke tempat lain dalam tubuh orang itu sendiri. 
Biasanya transplantasi ini dilakukan pada jaringan yang 
berlebih atau pada jaringan yang dapat beregenerasi 
kembali. Sebagai contoh tindakan skin graft pada penderita 
luka bakar, dimana kulit donor berasal dari kulit paha yang 
kemudian dipindahkan pada bagian kulit yang rusak akibat 
mengalami luka bakar. Kemudian dalam operasi bypass 
karena penyakit jantung koroner.   
2) Isograft  
Isograft adalah prosedur transplantasi yang 
dilakukan antara dua orang yang secara genetik identik. 
Transplantasi model seperti ini juga selalu berhasil, kecuali 
jika ada permasalahan teknis selama operasi. Operasi 
pertama ginjal yang dilakukan pada tahun 1954 merupakan 
operasi transplantasi isograft pertama yang dilakukan 
kepada kembar identik.  
3) Allograft  
Allograft25 adalah pemindahan jaringan atau organ 
dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni 
antara manusia dengan manusia. Transplantasi allograft 
                                                             
25Ibid. hlm: 72-73 
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yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi 
antara lain adalah transplantasi ginjal dan kornea mata. 
Selain itu juga sudah terjadi transplantasi hati, meskipun 
keberhasilannya belum tinggi. Transfusi darah sebenarnya 
juga merupakan bagian dari transplantasi alligraft, karena 
melalui transfusi darah bagian dari tubuh manusia yakni 
darah dari pendonor dipindahkan untuk menggantikan 
darah resipien.  
4) Xenograft  
Xenograft atau xenotransplantation adalah 
pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies bukan 
manusia kepada tubuh manusia. Contohnya pemindahan 
organ dari babi ke tubuh manusia untuk mengganti organ 
manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi dengan baik. 
Transplantasi xenograft pernah terjadi melalui 
pencangkokan hati manusia dengan hati dari baboon, 
meskipun tingkat keberhasilannya masih kecil.  
5) Domino Transplantation (Transplantasi Domino)26 
Merupakan multiple transplantasi yang dilakukan 
sejak tahun 1987. Pendonor memberikan organ jantung dan 
parunya kepada resipien, dan resipien ini memberikan 
jantungnya kepada resipien yang lain. Biasanya dilakukan 
pada penderita penyakit genetika yang menyebabkan 
lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, 
sehingga menyumbat saluran-saluran di dalam tubuh (cystic 
fibrosis), dimana kedua parunya perlu diganti dan secara 
teknis lebih mudah untuk mengganti jantung dan paru 
sebagai satu kesatuan. Biasanya jantung dari penderita ini 
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masih sehat, sehingga jantungnya dapat didonorkan kepada 
orang lain yang membutuhkan.  
6) Transplantation Split (Transplantasi Dibagi)  
Pendonor yang telah meninggal dunia dan memiliki 
hati yang bagus dapat di donorkan, biasanya hati tersebut 
dapat dibagi untuk dua resipien, khususnya dewasa dan 
anak, akan tetapi transplatasi ini tidak dipilih karena 
transplantasi keseluruhan organ jauh lebih baik.  
c. Dari Sel Induk (Stem Cell)  
Sedangkan khusus mengenai transplantasi sel induk dibedakan 
menjadi:27 
1) Transplantasi Sel Induk Dari Sumsum Tulang (Bone Marrow 
Transplantation)  
Sumsum tulang adalah jaringan spons yang terdapat dalam 
tulang-tulang besar seperti tulang pinggang, tulang dada, tulang  
punggung dan tulang rusuk. Sumsum tulang merupakan sumber 
yang kaya akan sel induk hematopoetik.  
2) Transplantasi Sel Induk Darah Tepi (Peripheral Blood Stem Cell 
Transplantation)  
Peredarahan tepi merupakan sumber sel induk walaupun 
jumlah sel induk yang terkandung tidak sebanyak pada sumsum 
tulang untuk jumlah sel induk mencukupi suatu transplantasi. 
Biasanya pada donor diberikan granulocyte-colony stimulating 
factor (G-CSF). Transplantasi dilakukan dengan proses Aferesis.  
3) Transplantasi Sel Induk Darah Tali Pusat (Stem Cord)  
Darah tali pusat mengandung sejumlah sel induk yang 
bermakna dan memiliki keunggulan diatas transplantasi sel induk 
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dari sumsum tulang atau dari darah tepi bagi pasien tertentu. 
Transplantasi sel induk dari darah tali pusat telah mengubah bahan 
sisa dari proses kelahiran menjadi sebuah sumber yang dapat 
menyelamatkan jiwa. Terdapat dua komponen penting yang 
mendasari tindakan transplantasi, yaitu :  
a) Eksplantasi, yaitu usaha mengambil jaringan atau organ 
manusia yang hidup atau yang sudah meninggal.  
b) Implantasi, yaitu usaha menempatkan jaringan atau organ 
tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang 
lain. Selain itu, ada dua komponen penting yang menunjang 
keberhasilan tindakan transplantasi28, yaitu :  
a) Adaptasi donasi, yaitu usaha dan kemampuan 
menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan 
atau organ tubuhnya, secara biologis dan psikis, untuk 
hidup dengan kekurangan jaringan atau organ.  
b) Adaptasi resepien, yaitu usaha dan kemampuan diri dari 
penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga 
tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau 
organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang 
sudah tidak dapat berfungsi lagi. Organ atau jaringan 
tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari 
pendonor yang masih hidup atau dari jenazah orang 
yang baru meninggal dunia. Organ-organ yang 
diambil dari donor hidup seperti : kulit, ginjal, 
sumsum tulang dan darah (tranfusi darah), sedangkan 
organ-organ yang diambil dari jenazah adalah : 
jantung, hati, ginjal, kornea, pankreas, paru-paru dan 
sel otak. Transplantasi juga bisa memberikan 
keuntungan yang sangat besar bagi orang-orang yang 
menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 
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Beberapa hal yang terkait dengan prosedur dan akibat 
dari suatu proses transplantasi, yakni :  
a. Pra Transplantasi29 
1) Persiapan dan evaluasi pasien Persiapan dan 
evaluasi pasien yang ekstensif sangat penting 
dalam setiap melakukan transplantasi organ, 
jaringan atau sel tertentu memiliki prosedur. 
Secara umum yang harus dilakukan adalah :  
a) Riwayat dan pemeriksaan fisik yang 
lengkap.  
b) Evaluasi terhadap kekuatan psikologis dan 
emosi.  
c) Pemeriksaan dengan CT (computed 
tomography) scan atau MRI (magnetic 
resonance imaging).  
d) Test jantung dengan electrocardiogram 
(EKG) atau echocardiogram.  
e) Periksa paru-paru dengan photo dada (x-
ray) dan pulmonary function tests (PFTs).  
f) Konsultasi dengan ahli lain dalam tim 
transplantasi.  
g) Test darah lengkap dan pemeriksaan 
terhadap virus hepatitis B and HIV.  
h) Human Leukocyte Antigen (HLA).  
2) Pencarian donor yang sesuai Mengidentifikasi siapa yang akan 
menjadi pendonor utama setelah melalui proses pencocokan. 
Pencarian pendonor yang cocok berguna untuk mengurangi 
beratnya penolakan dari tubuh resipien terhadap organ yang 
didonorkan, maka sebaiknya jaringan pendonor dan jaringan 
resipien harus memiliki kesesuaian yang semaksimal mungkin, 
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seperti ABO dan HLAnya.  
b. Saat Operasi Transplantasi Berlangsung30 
(1) Kemungkinan timbulnya resiko akibat pembedahan Setiap 
operasi apapun selaku memiliki resiko. Seperti halnya operasi 
bedah lain, operasi transplantasi ginjal juga dapat memiliki 
risiko. Resiko bagi resipien dapat terjadi antara lain akibat 
adanya komplikasi bedah yang timbul akibat efek samping dari 
anestesi termasuk pendarahan dan infeksi.  
Pasca transplantasi, penolakan ginjal pada resipien dapat 
terjadi akibat adanya penolakan terhadap sistem kekebalan 
pada organ transplantasi. Kebanyakan penolakan ringan dan 
mudah diobati dengan mengkonsumsi obat-obatan 
imunosupresan (obat untuk menekan respon imun seperti 
pencegah penolakan transpalansi) sesuai dosis yang 
ditentukan. Resiko bagi pendonor, sedikit terkena risiko 
peningkatan tekanan darah tinggi beberapa tahun ke depan. 
Hal ini juga umum berkembang karena faktor usia. Jika itu 
terjadi, penting untuk mengontrol tekanan darah tubuh kita 
dengan menggunakan obat untuk melindungi ginjal.  
(2) Pemakaian obat-obatan  
Pencangkokan organ, jaringan maupun sel 
merupakan suatu proses yang rumit. Apabila dalam 
keadaan normal, sistem kekebalan akan menyerang dan 
menghancurkan jaringan asing (keadaan ini dikenal sebagai 
penolakan transplantasi). Antigen adalah zat yang dapat 
merangsang terjadinya suatu reaksi kekebalan, yang 
ditemukan pada permukaan setiap sel di tubuh manusia. 
Apabila seseorang menerima jaringan dari pendonor, maka 
antigen pada jaringan yang dicangkokkan tersebut akan 
memberi peringatan kepada tubuh resipien bahwa jaringan 
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tersebut merupakan benda asing. Selain kesamaan golongan 
darah, hal lain yang penting adalah human leukocyte 
antigen (HLA) merupakan antigen yang paling penting 
pada pencangkokan jaringan. Semakin sesuai antigen 
HLAnya, maka kemungkinan besar pencangkokan akan 
berhasil.  
c. Pasca Operasi31 
1) Kemungkinan terjadinya penolakan oleh tubuh resipien 
(hyperacute, acute or chronic) Meskipun jenis HLA agak mirip, 
tetapi jika sistem kekebalan resipien tidak dikendalikan, maka 
organ yang dicangkokkan biasanya ditolak. Penolakan biasanya 
terjadi segera setelah organ dicangkokkan, tetapi mungkin juga 
baru tampak beberapa minggu bahkan beberapa bulan 
kemudian. Penolakan bisa bersifat ringan dan mudah ditekan 
atau mungkin juga sifatnya berat dan progresif meskipun telah 
dilakukan pengobatan. Penolakan tidak hanya dapat merusak 
jaringan maupun organ yang dicangkokkan tetapi juga bisa 
menyebabkan demam, menggigil, mual, lelah dan perubahan 
tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba. Penemuan obat-
obatan yang dapat menekan sistem kekebalan telah 
meningkatkan angka keberhasilan pencangkokkan. Tetapi obat 
tersebut juga memiliki resiko. Pada saat obat menekan reaksi 
sistem kekebalan terhadap organ yang dicangkokkan, obat juga 
menghalangi perlawanan infeksi dan penghancuran benda asing 
lainnya oleh sistem kekebalan. Penekanan sistem kekebalan 
yang intensif biasanya hanya perlu dilakukan pada minggu 
pertama setelah pencangkokkan atau jika terlihat tanda-tanda 
penolakan.  
2) Kematian  
Akibat penekanan32 anti penolakan maka menyebakan 
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penurunan kekebalan tubuh yang berakibat dapat masuknya 
kuman ke dalam tubuh sehingga dapat menimbulkan komplikasi 
hingga berakibat kematian. Biasanya kematian setelah 2 tahun 
pelaksanaan transplantasi tersebut hanya 10%. Kematian ini 
diakibatkan oleh infeksi pada dua tahun pertama setelah dua 
tahun pencangkokan terjadi. 
4. Pengaturan Hukum Transplantasi 
Di Indonesia pengaturan hukum transplantasi organ adalah dalam UU  
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18/1981 tentang Bedah 
Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis, serta Transplantasi Alat dan 
Jaringan Tubuh Manusia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, UU No. 
21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Fatwa MUI 
No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Organ dan atau Jaringan Tubuh 
Manusia dari Pendonor Hidup untuk Orang Lain. 
Media online banyak memuat berita mengenai perdagangan organ 
tubuh akan tetapi hal ini seperti menjadi pemandangan yang biasa. Parahnya 
lagi tidak ada satupun kasus mengenai jual beli organ tubuh ini sampai pada 
pengadilan padahal telah dilakukan dengan terang-terangan. Ditambah lagi 
saat ini juga semakin banyak modus untuk melakukan perdagangan organ 
tubuh ini antara lain kasus pembunuhan dimana sebelum dibunuh seluruh 
organ tubuh korbannya telah diambil terlebih dahulu untuk dijual. Nyawa 
manusia semakin tidak ada harganya.Seperti contoh kasus ditemukannya 
organ tubuh di puskesmas yang diduga adalah organ tubuh yang akan 
diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Korban diduga 
dimutilasi dan diambil organ tubuhnya. Semakin banyaknya kasus 
perdagangan organ tubuh yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya 
dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Perdagangan organ tubuh 
memerlukan peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan sanksi yang 
menjerat pelaku apabila dilanggar. Hal ini guna memberi perlindungan 
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hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk 
hidup yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut perdagangan organ tubuh 
ini harus masuk ke ranah hukum pidana. Adapun penjelasannya yakni 
sebagai berikut: 
a. Transplantasi Organ Menurut Peraturan Menteri No. 38 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaran Transplantasi Organ 
Pasal (1) yang berbunyi33, (1) Transplantasi organ adalah 
pemindahan organ dari pendonor ke resipien guna penyembuhan dan 
pemulihan masalah kesehatan resipien. (2) Organ adalah kelompok 
beberapa jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi tertentu 
dalam tubuh. (3) pendonor adalah orang yang menyumbangkan organ 
tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan 
pemulihan kesehatan resipien. (4) Resipien adalah orang yang 
menerima organ tubuh pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit 
dan pemulihan kesehatan. 
b. Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi dalam 
Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang   
Salah satu undang-undang yang mengatur hal larangan 
perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007.Ketentuan Pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan pasal 7 dalam undang-undang tersebut.  
Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi :   
“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
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penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta 
rupiah).” 
“(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “ 
Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan :  
Ayat (1) : Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa  
“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa 
tindak pidana perdagangan orang merupakan delik 
formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang 
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang 
sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.   
Berdasarkan penjelasan Pasal 2 undang-undang ini dijelaskan bahwa 
rumusan kata “untuk tujuan” dalam rumusan pasal ini menjelaskan bahwa 
pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil adalah yang 
dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) 
dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakanitu. Pada pencurian 
misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 KUHP, tindak 
pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang 
yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa terancam 
kehidupannya atau tidak.Berdasarkan pasal ini maka ketika unsur-unsur 
tindak pidana perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan 
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pidana tanpa harus menimbulkan akibat. Dari rumusan pasal di atas dapat 
diambil kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu :  
a. unsur subyektif : setiap orang, sengaja melakukan.  
b. unsur obyektif : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
Republik Indonesia.34 
Pengaturan pada ayat dua pasal ini mengancam untuk tindak 
pidana yang menimbulkan akibat seseorang merasa tereksploitasi. Bila 
dapat dibuktikan suatu tindak pidana yang berakibat atau yang membuat 
seseorang merasa tereksploitasi maka pelaku tindak pidana tersebut akan 
diancam pidana sama seperti pada ketentuan ayat satu.  
Berkaitan dengan eksploitasi, dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 dijelaskan tentang definisi eksploitasi, yaitu:  
Eksploitasi adalah Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 
praktik semacam perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, 
seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau 
mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga 
atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan 
keuntungan baik materiil maupun immateriil.    
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Pada undang-undang ini pengaturan mengenai perdagangan organ 
tubuh manusia untuk tujuan transplantasi diletakkan pada definisi 
eksploitasi. Hal ini dikarenakan dalam definisi eksploitasi terdapat 
rumusan perbuatan yang dapat dipidana berupa pemindahan atau 
mentransplantasikan organ/atau jaringan tubuh untuk mendapat 
keuntungan baik materiil maupun immateriil. Dari rumusan tersebut 
apabila ada seseorang yang memnidahkan organ tubuh miliknya kepada 
orang lain secara melawan hukum demi mendapat keuntungan akan 
mendapat pidana.    
Ketentuan pelarangan lainnya tertera pada rumusan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang berbunyi:  
“Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilyah negara Republik 
Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah). “ 
Unsur-unsurnya :  
a. Unsur Subjektif : setiap orang, dengan maksud.  
b. Unsur Objektif : memasukkan orang ke wilayah negara Republik 
Indonesia, dieksploitasi di wilayah negara 
Republik Indonesia atau di wilayah negara lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga 
tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana 
denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah 
dan paling banyak enam ratus juta rupiah.  
Pada  ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ini 
berbunyi :  
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“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar 
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di 
luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).” 
Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah:  
a. Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud.  
b. Unsur Obyektif : membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah 
Republik Indonesia, untuk diekploitasi di luar 
wilayah Republik Indonesia.  
Berdasarkan ketentuan pasal ini maka unsur kesengajaan sebagai 
maksud yang menjadi unsur kesalahan pada rumusan pasal ini. Sedangkan 
perbuatan yang dikhusukan pada rumusan pasal ini adalah membawa 
warga negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di luar wilayah 
negara Indonesia.    
Pasal 5, berbunyi:   
“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan 
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud 
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta 
rupiah).” 
Unsur-unsurnya :  
a. Unsur Subyektif : setiap orang, dengan maksud.  
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b. Unsur Obyektif : pengangkatan anak, menjanjikan sesuatu atau 
memberi sesuatu, dipenjara paling singkat tiga tahun 
dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling 
sedikit seratus dua puluh juta dan paling banyak enam 
ratus juta rupiah.  
Rumusan pasal ini mengungkapkan dengan jelas larangan 
mengangkat anak dengan maksud (sengaja) untuk mengeksploitasi. 
Termasuk untuk mengambil dan memperdagangan organ tubuhnya bahkan 
untuk ditransplantasi. Dalam hal ini karena rumusan pasal ini adalah 
rumusan delik formil maka tanpa perlu dibuktikan akibat dari perbuatan 
itu apabila memang telah terbukti unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut 
maka sudah dapat diancam pidana  Pengaturan lain mengenai perdagangan 
organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dimuat juga dalam 
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu :  
“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke 
luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut 
tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).” 
Dalam ketentuan pasal ini bila ada akibat yang dirasakan anak 
yaitu si anak merasa tereksploitasi maka orang yang melakukan 
pengiriman anak ke dalam maupun ke luar negeri dengan cara apapun 
akan diancam pidana. Rumusan pasal ini merupakan rumusan dari delik 
materiil yang harus dibuktikan dulu akibat dari perbuatan tersebut.   
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi :  
“(1). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan 
korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit 
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menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau 
terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman 
pidananya ditambah1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam 
pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Jika 
tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 
3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan 
paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 200.00.00,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000.00,- (Lima milyar rupiah).” 
Penjelasan mengenai ketentuan Pasal 7 adalah :   
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam 
ketentuan ini adalah:  
a.  Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan 
akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya 
maut;   
b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan 
atau pekerjaan pencaharian;  
c. Kehilangan salah satu pancaindera;  
d. Mendapat cacat berat;  
e. Menderita sakit lumpuh;  
f. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) 
tahun tidak berturut-turut; atau  
g. Gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan 
atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.   
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Pada dasarnya, apabila korban mengalami luka berat, gangguan 
jiwa berat, penyakit menular yang mebahayakan jiwa maupun fungsi 
reproduksinya maka sudah sepantasnya pelaku mendapat ancaman 
hukuman yang ditambah sepertiga mengingat luka/cidera yang jauh lebih 
berat dan mungkin membekas bagi korban dibanding dengan korban 
ekploitasi biasa.  
c. Perdagangan Organ Tubuh untuk Tujuan Transplantasi dalam 
Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan 
Perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 64 ayat 
1,2 dan 3. Pasal 65 ayat 1,2 dan 3. Pasal 66, pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 
serta Pasal 192.  Sedangkanketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan 
Pasal 192 pada undang-undang ini.  
Pasal 64 Undang-Undang ini berbunyi :    
“(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat 
dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat 
dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan 
sel punca. (2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang 
untuk dikomersialkan. (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang 
diperjualbelikan dengan dalih apapun.” 
  Pada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan 
penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat 
dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun 
penggunaan sel punca (stem cell). Selain itu juga ada tujuan kemanusiaan. 
Pada ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ 
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dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya 
pada Pasal 192. 
Berdasarkan Pasal 64 pada ayat 1 dan 2 telah dijelaskan 
sebelumnya di atas, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh 
manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai 
kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan 
kemanusiaan dan tidak untuk dikomersilkan. Sehingga dapat diambil 
kesimpulan bahkan perdagangan organ tubuh dilarang bahkan untuk 
walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang 
menunjang kesehatan.  
Pada dasarnya transplantasi diperbolehkan apabila dilakukan oleh 
donor yang adalah keluarga dan tidak dengan mengeluarkan biaya atau 
kompensasi untuk mendapatkan organ itu (cuma-cuma). Donor juga dapat 
diperoleh dari bank donor organ yang menampung organ tubuh yang 
didonorkan oleh orang yang telah meninggal.  
  Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai transplantansi diatur 
dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 65 yang berbunyi :  
“(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 
kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 
tertentu.  
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor 
harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan 
mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.  
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.” 
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Pasal 65 ayat 1 ini menjelaskan bahwa dalam melakukan 
transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta memiliki kewenangan 
untuk melakukan transplantasi. Mengenai tempat melakukan transplantasi 
harus dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu dalam hal ini peenjelasan 
undang-undang kesehatan ini menjelaskan fasilitas kesehatan adalah 
fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi 
persyaratan anatara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya 
untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.  
Ayat dua dari rumusan pasal ini menjelaskan perlu adanya 
pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan 
sehat, perlunya informed consent (persetujuan tindakan medis setelah 
mendapat penjelasan dari dokter) baik dari pendonor, ahli waris maupun 
keluarganya.   
Pada ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Paraturan Pemerintah 
yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi 
organ dan/atau jaringan tubuh. 
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, berbunyi :  
“Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun 
dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan 
dan kemanfaatannya. “ 
Dalam Pasal 66 ini dijelaskan bahwa transplantasi hanya 
diperbolehkan bila memang telah terbukti aman dan manfaatnya. Ini 
berlaku untuk transplantasi dari manusia ke manusia atau dari hewan ke 
manusia. Contohnya adalah transplantasi dari hewan ke manusia yang 
biasa disebut dengan xenotransplantasi. Berdasarkan ketentuan pasal ini 
hal ini baru boleh dilakukan hanya bila memang telah terbukti aman. 
Untuk itu maka sebelum dilakukann transplantasi dari hewan ke manusia 
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harus terlebih dahulu dilakukan uji coba dan harus dapat dibuktikan aman 
maka hal tersebut baru bisa dilakukan.  
Pasal 67 Undang-Undang ini berbunyi :  
“(1)Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ 
tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai 
keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 
tertentu. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan 
pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. “ 
Pasal ini menjelaskan bahwa kompetensi tenaga kesehatan sangat 
penting. Hanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi yang 
mumpuni dan memiliki kewenangan yang boleh melakukan pengambilan 
dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh. Oleh karena itu tidak 
semua tenaga kesehatan boleh melakukan operasi transplantasi organ 
tubuh mengingat amanat undang-undang bahwa proses ini hanya dapat 
dilakukan oleh tenaga yang ahli. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
ini juga mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut 
perdagangan organ tubuh manusia ini.  
Pasal 192 Undang-Undang ini berbunyi :   
“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau 
jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). “  
Unsur-Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal ini adalah :  
a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja  
b. Unsur Objektif : Memperjual belikan organ tubuh atau jaringan tubuh 
Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa 
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memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan 
dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana 
berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda 
paling banyak satu milyar rupiah. Pada pasal ini 
merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat 
(3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ 
tubuh, sedangkan sanksinya dirumuskan pada pasal 
192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 
d. Transplantasi Organ Menurut Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 
tentang Transplantasi Organ dan/atau Jaringan Tubuh Dari 
Pendonor Hidup untuk Orang Lain 
   Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk 
memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh manusia yang berasal 
dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan 
untuk menggantikan organ/atau jariingan tubuh yang tidak berfungsi 
dengan baik. Ketentuan hukum transplantasi organ sendiri yakni 
seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ dan/atau 
jaringan tubuh lainnya kepada orang lain karena organ tubuh tersebut 
bukan hak milik (haqqul milki). Untuk itu, pengambilan dan 
transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara 
syar’i hukumnya haram. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 
pendonor hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan 
sebagai berikut:35 
1) Terdapat kebutuhan mendesak yang dibenakan secara syar’i 
(Dharurah Syar’iyah) 
2) Tidak ada dhahar bagi pendonor karena pengambilan organ dan 
atau jaringan tubuh baik sebagian ataupun keseluruhan. 
3) Jenis organ tubuh yang dipindahkan kepada orang lain tersebut 
                                                             
35 Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi Organ Dan/Atau Jaringan 
Tubuh Dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain, hlm.6-7. 
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bukan merupakan organ ital yang mempengaruhi kehidupan atau 
kelangsungan hidupnya. 
4) Tidak diperoleh upaya medis lain untuk menyembuhkannya, 
kecuali dengan transplantasi. 
5) Bersifat untuk tolong menolong (tabarru’), tidak untuk komersial 
6) Adanya persetujuan dari calon pendonor 
7) Adanya rekomendasi dari tenaga kesehatan atau pihak yang 
memiliki keahlian untuk jaminan keamanan dan kesehatan dalam 
proses transplantasi. 
8) Adanya pendapat dari ahli tentang dugaan kuat (ghalabatil zhonn) 
akan keberhasilan transplantasi organ tersebut kepada orang lain. 
9) Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh dilakukan oleh ahli 
yang kompeten dan kredibel 
10) Proses transplntasi diselenggarakan oleh negara. 
 Kebolehan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh 
sebagaimana dimaksud tidak termasuk bagi organ reproduksi, organ 
genital dan otak. 
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BAB III 
TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH  MENURUT HUKUM POSITIF 
 DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Praktik Transplantasi Organ secara Umum 
Terdapat dua hal penting yang mendasari transplantasi, yaitu 
eksplantasi dan implantasi. Eksplantasi adalah usaha mengeluarkan atau 
mengambil jaringan atau organ dari donor yang masih hidup ataupun yang 
sudah meninggal. Sedangkan implantasi adalah usaha penempatan organ 
atau jaringan atau jaringan yang telah yang telah diambil dari tubuh donor 
untuk ditempatkan pada tubuh pendonor itu sendiri atau ditempatkan pada 
tubuh resipient lain. Berdasarkan jenisnya, transplantasi sendiri dibedakan 
menjadi dua, antara lain: 
1. Transplantasi jaringan, seperti pencangkokan kornea mata dan 
menambal bibir sumbing. Transplantasi jaringan  ini jika tidak 
dilakukan tidak membahayakan kelangsungan hidup penderita, 
tujuannya hanyalah menyempurnakan  kekurangan yang ada. 
2.  Transplantasi organ, seperti jantung, hati, dan ginjal. Transplantasi ini 
dilakukan untuk  melangsungkan hidup penderita, karena jika tidak 
dilakukan transplantasi maka akan membahayakan kelangsungan 
hidup penderita.36 
Secara medis, dalam dunia kedokteran dikenal tiga kategori 
transplantasi dilihat dari sudut penerima organ atau resipien, antara lain: 
a. Transplantasi autologous, pemindahan organ tubuh dari satu bagian ke 
bagian tubuh lainnya pada orang yang sama, dalam hal ini donor dan 
resipien adalah satu orang yang sama Contohnya, pemindahan kulit 
paha ke wajah. 
b. Transplantasi homologous, pemindahan organ tubuh dari satu orang 
                                                             
36Nur Hidayah, “Kemaslahatan Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah”, 
SKRIPSI, (Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), hlm. 41. 
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kepada orang lain. Donor bias dalam keadaan hidup atau dalam keadaan 
meninggal. Contohnya adalah donor kornea mata dari orang yang sudah 
meninggal. 
c. Transplantasi heterologous, pemindahan organ dari spesies berbeda, 
misalnya tulang rawan hewan untuk mengganti katup jantung manusia. 
d. Xenotransplantation, pemindahan suatu jaringan atau organ dari spesies 
bukan manusia ke tubuh manusia. Contohnya pemindahan organ babi 
ke tubuh manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi baik. 
e. Transplantasi Domino, merupakan transplantasi yang telah dilakukan 
sejak tahun 1987. Cara kerjanya adalah, donor memberikan jantung dan 
parunya kepada resipien, kemudian resipien ini memberikan jantungnya 
kepada resipien lain. Biasanya dilakukan pada seseorang dalam kondisi 
dimana kedua parunyanperlu diganti dan secara teknis lebih mudah 
mengganti jantung dan paru sebagai satu kesatuan. Biasanya jantung 
dari penderita ini masih sehat, sehingga jantungnya dapat didonorkan 
kepada orang lain yang lebih membutuhkan.37 
f. Split Transplantation, Terdapat suatu keadaan dimana seorang donor 
mati khususnya donor hati, hatinya dapat dibagi untuk dua resipien 
khususnya untuk resipien dewasa dan anak. Namun, transplantasi jenis 
ini tidak dipilih karena transplantasi keseluruhan organ akan lebih baik. 
Selain itu, transplantasi juga secara khusus dibedakan berdasarkan 
sel induk,antara lain: 
a.) Transplantasi sel induk dari sumsum tulang-sumsum tulang adalah 
jaringan spons yang terdapat dalam tulang-tulang besar seperti tulang 
pinggang, tulang dada, tulang punggung dan tulang rusuk. 
b.) Transplantasi sel induk darah tepi, peredaran tepi merupakan sumber 
sel induk walaupun jumlah sel induk yang terkandung tidak sebanyak 
pada sumsum tulang untuk jumlah sel induk mencukupi suatu 
transplantasi. Transplantasi dilakukan dengan proses yang disebut 
aferesis. 
                                                             
37Ibid. 
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c.) Transplantasi sel induk darah tali pusat, darah tali pusat mengandung 
sejumlah sel induk yang bermakna dan memiliki keunggulan diatas 
transplantasi sel induk dari sumsum tulang atau dari darah tepi bagi 
pasien-pasien tertentu. Transplantasi sel induk dari darah tali pusat telah 
mengubah bahan sisa dari proses kelahiran menjadi sebuah sumber 
yang dapat menyelamatkan jiwa.38 
Dalam dunia kedokteran, para ahli medis menetapkan tiga tipe 
donor organ tubuh, yaitu: 
1.) Donor dalam keadaan sehat 
Transplantasi jenis ini adalah pemindahan jaringan atau organ 
tubuh seseorang yang hidup kepada orang lain atau ke bagian lain 
tubuhnya sendiri tanpa mengancam kesehatan, contohnya adalah 
mendonorkan salah satu ginjal. Untuk melakukan transplantasi organ 
tubuh dari orang yang hidup yang sehat diperlukan seleksi dan 
penelitian cermat serta menyeluruh (general check up) baik terhadap 
donor maupun tingkat kegagalan transplantasi karena penolakan tubuh 
resipien terhadap organ yang di transplantasi, sekaligus untuk 
mencegah terjadinya resiko bagi donor. Akibat dari kegagalan ini, 
penelitian para medis menyatakan bahwa satu dari seribu donor dalam 
transplantasi organ tubuh meninggal dunia. 
2.) Donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dunia. 
Untuk pengambilan organ tubuh orang yang dalam keadaan yang 
seperti ini dilakukan dengan bantuan alat kontrol yang ketat dan alat 
penunjang kehidupan, seperti alat bantuan pernapasan khusus. 
Kemudian, alat penunjang kehidupan tersebut dicabut setelah proses 
pengambilan organ tubuhnya selesai. 
3.) Donor dalam keadaan mati. 
                                                             
38Nur Intan Fatimah, “Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif Hukum 
Kesehatan dan Hukum Islam”, (Lampung: FH Universitas Lampung,2018), Skripsi,dikutip dari 
digilib.unila.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2019. 
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Transplantasi organ tubuh dari donor yang telah mati adalah tipe 
yang ideal menurut para ahli medis, karena dokter hanya menunggu 
kapan donor dianggap mati secara medis dan yuridis. Dalam hal ini, 
pengertian mati dalam syariat Islam maupun dalam dunia kedokteran 
perlu dipertegas dengan tujuan agar organ tubuh donor dapat 
dimanfaatkan. Penentuan kondisi mati ini diperlukan agar dokter yang 
akan melaksanakan transplantasi organ tubuh dari donor kepada 
resipien dapat bekerja dengan tenang dan tidak dituntut sebagai pelaku 
pembunuhan oleh keluarga donor. 
Berbicara mengenai donor dalam keadaan mati, kematian sendiri 
dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu: somatic death (kematian Somatik) 
dan biological death (kematian Biologik). Kematian somatik 
merupakan fase kematian tanpa adanya tanda kehidupan seperti denyut 
jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak 
adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2 jam, 
kematian somatik akan diikuti fase kematian biologik yang ditandai 
dengan kematian sel. Transplantasi organ sendiri dilaksanakan setelah 
adanya tanda-tanda kematian somatik namun terjadi kematian biologik, 
karena organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun 
berada pada tempat yang berbeda selama mendapat perawatan yang 
memadai.39 
Pasal 1 huruf g PP 18/1981 menguraikan, meninggal dunia adalah 
keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang 
bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah 
berhenti. Dalam penjelasan Pasal 12 PP 18/1981, seseorang dianggap 
meninggal dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah 
berhenti, akan tetapi dengan menggunakan alat yang mencatat aktivitas 
otak atau elektrostrip encepalaograf meskipun dengan elektrostrip 
encepalaograf menunjukkan seseorang telah meninggal dunia, namun 
ada alat dan atau jaringan tubuh yang masih hidup secara fisiologi 
                                                             
39Ibid. 
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dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan pengambilan 
dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk keperluan 
transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia 
seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter 
lain yang tidak melaksanakan transplantasi.40 
Berdasarkan Deklarasi Geneva tahun 1948, transplantasi organ 
tubuh manusia boleh dilakukan apabila: 
a. Transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan 
b. Tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental 
c. Pelaksanaanya prosedural dan proporsionalitas yang artinya, tidak hanya 
mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga 
fisibilitas medis 
d. Transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh 
karena itu tindakan medik transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang 
minimal terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan sub spesilisasi. 
Selain itu, dapat dilihat juga pada PP 18/1981 bahwa transplantasi dapat 
dilaksanakan apabila: 
1.  Apabila donor hidup, maka calon donor harus sudah diberitahu 
terlebih dahulu oleh dokter yang merawatnya mengenai sifat, 
akibat dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi 
setelah operasi serta dokter yang bersangkutan sudah yakin bahwa 
calon donor telah mengerti dan menyadari sepenuhnya mengenai 
hal-hal yang telah disampaikan oleh dokter yang bersangkutan. 
2.  Jika donor meninggal dunia, maka dengan persetujuan yang telah 
dibuat sendiri oleh donor sebelum ia meninggal dunia dengan 
disetujui oleh keluarga yang terdekat. Sebagaimana dalam Pasal 1 
Peraturan Menteri Kesehatan No 290 Tahun 2008 Tentang 
Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dimaksud dengan 
keluarga terdekat adalah suami, istri, ayah dan atau ibu 
kandung,anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. 
                                                             
40Ibid. 
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3. Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak 
atas sesuatu kompensasi material apapun sebagai imbalan 
transplantasi. 
Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, 
dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama 
untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam 
pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan 
baru dengan cara pengcangkokan organ tubuh (transplantasi) untuk 
beberapa organ tubuh misalnya ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. 
Akan tetapi pengadaan donor untuk organ tubuh tersebut masih 
sangat jarang sehingga pasien masih merasakan sulit untuk 
melakukan transplantasi di samping biaya untuk melakukan 
transplantasi yang cukup mahal juga. Tingginya angka keberhasilan 
dari transplantasi maka menyebabkan semakin banyak permintaan 
akan organ tubuh untuk tujuan transplantasi maka keterbatasan 
donor yang tersedia menjadi salah satu permasalahan dan hal 
tersebut semakin membuka kemungkinan untuk terjadinya 
perdagangan organ tubuh secara ilegal. Praktek perdagangan organ 
tubuh ini menjadi suatu prospek yang menguntungkan dan 
menjanjikan mengingat keuntungan yang bisa didapat dari suatu 
organ yang diperjualbelikan. Ditengah himpitan ekonomi yang 
dirasakan masyarakat dewasa ini, maka perdagangan organ tubuh ini 
menjadi lahan empuk untuk mencari penghasilan dan keuntungan.   
Seperti yang dikutip dari Jurnal Medical Update “Turisme 
Transplantasi Organ” Agustus 2007, sudah menjadi konsesnus 
universal bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan 
meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang 
mampu membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh 
akan menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual 
bagian tubuhnya kepada orang kaya terus berlangsung. Melalui 
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media online banyak terdapat kasus penawaran penjualan organ 
tubuh secara terang-terangan, misalnya seperti yang dimuat dalam 
media Merdeka.com Hari jumat 27 September 2013, seorang Bapak 
tiga anak menjual ginjalnya dikarenakan terimpit hutang. Agus Roni 
berniat “mendonorkan” ginjalnya demi mendapatkan uang guna 
membayar hutang-hutangnya yang telah menumpuk. Perdagangan 
organ tubuh biasa dimulai dengan iklan atau tawaran, dari penderita 
maupun keluarganya. Biasanya melalui surat kabar maupun internet 
berupa pencarian donor dengan nomor yang dapat dihubungi bila ada 
yang berminat. Bentuk lainnya yaitu tawaran berasal dari calon 
donor yang rela memberikan organ tubuhnya kepada yang 
membutuhkan dengan imbalan tertentu. Untuk mengelabui agar 
terhindar dari jerat hukum maka biasanya modus operandinya 
dengan membuat KTP palsu seolah-olah pendonor adalah saudara 
dari pasien. Selain itu tawarn bisa berasal dari orang yang berniat 
menjual organ tubuhnya guna mendapatkan sejumlah uang.41 
a. Hukum Pidana Islam terkait Transplantasi Organ 
Sanksi  Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum 
Pidana Islam Hukum Islam disyari‟atkan oleh Allah SWT untuk melindungi 
kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun 
kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemasalahatan umat manusia 
yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu 
dharuriyat (primer), haiyyat (sekunder) dan tahsiniat (pelengkap). Untuk 
menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah 
                                                             
41Merty Pasaribu, Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Transplantasi dari 
Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera 
Utara, 2014). 
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aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman 
hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.42 
Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti 
perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai  
manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas  manusia  
sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang 
memperbudak  manusia  lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai 
tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan maqasid 
alsyari‟ah. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata 
mengancam jiwa maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban 
dari tindak kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran 
agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Dalam hukum pidana 
Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik 
jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam 
melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik 
mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini 
perempuan. Kata jarimah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 
tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. 
Lebih spesifik lagi menurut Rokhmadi mengutip beberapa pendapat para 
fuqaha, jarimah dijelaskan sebagai berikut:43 
1. Abu Zahrah berpendapat bahwa jarimah adalah: 
ءاضقللاهرقباقعهيفنوكيىذلاروظحملارملالأاوهةميرجلا 
Artinya: “Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’yang 
pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses 
pengadilan.” 
                                                             
42Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana 
Positif dan Hukum Pidana Islam”, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo 
Semarang, 2018), hlm. 53 
43Ibid. hlm. 53-57 
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2. Al-Mawardi berpendapat bahwa jarimah adalah: 
ريزعتوأدحباهنعىلاعتهللارجزةيعرشتاروظحممثارجلا 
Artinya: 
“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman (had) atau ta’zir. Jarimah 
berasal dari bahasa arab yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak 
pidana dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan perbuatan-
perbuatan yang dilarang menurut syara‟ dan ditentukan hukumannya 
oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas 
ketentuaannya (had) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas 
ketentuannya oleh Tuhan (ta’zir). Jarimah ta‟zir secara harfiah 
bermakna memuliakan atau menolong. Namun ta‟zir dalam 
pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat 
mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak 
pula harus membayar kafarat atau diyat. Tindak pidana yang menjadi 
objek pembahasan ta‟zir adalah tindak pidana ringan seperti 
pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang 
nilainya tidak sampai satu nisab harta dan lain-lain.44 
Jarimah ta’zir mencakup semua perbuatan jarimah yang 
hukumannya belum ditentukan oleh syara‟dan diserahkan kepada ulil amri 
untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling 
berat. Dalam memutuskan hukuman, hakim diperkenankan 
mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan 
dikenakan.  Jenis hukuman ta‟zir dapat dibedakan menjadi beberapa 
kelompok, yaitu :    
 1. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan badan.  
a. Hukuman mati.  
                                                             
44Ibid. 
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 Para fuqaha secara beragama menerapkan hukuman mati 
dalam teradap jarimah ta’zir.  Meenurut Hanafiyah 
membolehkan ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi 
pelaku tindak pidana yang dilakukan beruang-ulang.  Dalam 
hukum Islam, hukuman mati pada umumnya diterapkan sebagai 
hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sebagai 
hukuman had untuk zina muhshan, riddah, dan pemberontakan. 
Pendapat ulama tentang hukuman mati dalam jarimah ta‟zir 
beragam. Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan hukuman 
mati sebagai bentuk hukuman ta‟zir yang paling berat. 
Sedangkan Syafi‟iyah memperbolehkan hukuman mati 
diterapkan dalam jarimah ta‟zir apabila pelaku melakukan 
perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan 
ajaran-ajaran sesat dan homoseksual.  
                      b. Hukuman cambuk. 
 Hukuman cambukmerupakan salah satu bentuk hukuman 
yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan 
dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan 
langsung secara fisik oleh pelaku kejahatan dan jumlah cambuk 
disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan. 
 2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan.  
a. Penjara.  
Menurut bahasa al-Habsu artinya menahan, maksudnya 
menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, 
baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. 
Penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan 
Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada 
tempat yang khusus yang disediakan untuk menahan pelaku 
kejahatan.  
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b. Hukuman pengasingan.  
Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan 
yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh 
buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat 
tentang hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas 
berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan 
(membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. 
Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan 
artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Iman Al-Asyafi‟i 
berpendapat jarak kota asal dengan kota pengasingan adalah 
seperti jarak shalat qashar. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan 
Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan berarti 
dipenjarakan.  
3. Hukuman ta’zir lainnya. 
  Selain sanksi ta’zir yang disebutkan diatas, terdapat beberapa 
sanksi ta‟zir lainnya, antara lain: 
a. Sanksi peringatan keras.  
 Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih 
ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan 
pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki 
tingkatan yang amat berbahaya.  
 b. Celaan  
  (Tawbikh Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan 
sanksi celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, 
untuk itu khalifah Umar berkata “lepaskan pakaian ahli neraka 
itu!”. Sanksi celaan dan sanksi peringatan keras pada umumnya 
dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena 
tidak mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan 
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melakukan kejahatan.45 
c.Pengucilan.  
  Sanksi pengucilan adalah sanksi yang berupa larangan 
kepada masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. 
Sanksi pengucilan dilakukan apabila membawa kemaslahatan. 
 d. Pemecatan.  
  Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaan atau 
jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi 
pemecatan dapat diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, 
meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan 
pekerjaan atau jabatannya.  
e. Publikasi.  
  Sanksi publikasi biasanya dilakukan dengan cara membawa 
pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas 
bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat.  
  Ta’zir dapat dipahami juga bahwa jarimah ta‟zir terdiri atas 
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman 
had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah 
ta‟zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan 
perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang 
diwajibkab dan melakukan perbuatan yang diharamkan 
(dilarang). Hukuman ta’zir pelaksanaannya dapat berbeda antara 
satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada 
perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang 
yang terhormat dan baik-baik, sesuatu ketika tergelincir 
melakukan tindak pidana ta’zir maka kondisinya itu dapat 
dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau 
menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada 
                                                             
45Ibid. hlm. 53-57. 
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orang yang perilakunya tidak baik yang melakukan jarimah 
ta‟zir yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat. 
b. Keberadaan Organ Tubuh di Pasar Gelap 
Di dalam pasar gelap, barang ilegal cenderung memiliki harga yang 
sangat tingi dan tidak stabil. Jumlah uang yang akan diterima pendonor 
bergantung kepada lokasi dan pasokan yang tersedia. Hasil laporan di 
seluruh dunia melaporkan bahwa harga rata-rata yang diterima pendonor 
untuk ginjalnya adalah $5000, sedangkan di dalam pasar gelap, oknum yang 
membutuhkan organ dalam membayar sekitar US$150.000.46 Artinya, jika 
dihitung kurs dolar terhadap rupiah dirata-ratakan Rp. 15.000, maka 
US$5000 : Rp. 75.000.000,00 dan di pasar gelap US$150.000: Rp. 
2.250.000.000,00. 
Pasar gelap perdagangan organ manusia meluas di Eropa sejak 
terjadinya krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara di kawasan 
tersebut. Melalui internet, para penjual serta pedagang organ tubuh tersebut 
bertemu, dan perdagangan itu kerap dilakukan secara ilegal. Payle Mircoy 
dan pasangannya, 50 tahun, warga Serbia, kehilangan pekerjaannya di 
pabrik pengolahan daging, dan sejak itu tidak kunjung mendapatkan 
pekerjaan. Pasangan ini harus menghidupi anak-anak mereka yang mulai 
menginjak usia remaja. Saking beratnya hidup, Mircoy bahkan tidak mampu 
untuk membeli batu nisan untuk mendiang ayahnya yang baru saja 
meninggal. Pasangan itu menjual ginjal mereka seharga US$40.000 per satu 
ginjal.47 
Terkait penjualan organ tubuh manusia, pasal 204 KUHPidana 
telah mengatur bahwa perbuatan ”menjual, menawarkan, menyerahkan 
atau membagi- bagikan barang berbahaya” termasuk dalam delik formil. 
                                                             
46Harjo Wisnuwardono, “Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban 
Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek”, (Malang : FH Univertas Brawijaya, 2002), hlm. 
46 
47Ibid. 
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Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik-beratkan kepada 
perbuatan yang dilarang.48Sedangkan perbuatan ‟mengakibatkan orang 
mati‟ termasuk delik materiil yang perumusannya dititikberatkan kepada 
akibat yang tidak dikehendaki  (dilarang) dan diancam pidana olehundang-
undang.49 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Tentang 
Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi dan 
atau Jaringan Tubuh Manusia. Pada PP dijelaskan secara detail terkait 
definisi pembedahan sebagai langkah awal dalam proses transplantasi. 
Pembedahan menurut PP tersebut dibagi menjadi dua yaitu, bedah mayat 
klinis
31 
dan bedah mayat anatomis. Sedangkan persoalan jual beli organ 
tubuh yang telah diatur pada pasal 17 yang menyatakanbahwa:  
“Dilarang memperjualbelikan alat dan atau jaringan tubuh 
manusia.” Di dalam transplantasi, organ atau jaringan yang dapat 
diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sum-sum tulang dan darah 
(transfusi darah), sedangkan organ dan jaringan yang dapat diambil dari 
jenazah adalah jantung, hati, kornea, pankreas, paru-paru, dan sel otak.” 
Untuk tujuan pendidikan PP tersebut telah meregulasi secara 
lengkap, di mana pada pasal 1 huruf I tentang Museum Anatomis dan 
Patologi adalah tempat menyimpan jaringan dan alat tubuh manusia yang 
sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilmu 
kedokteran dan huruf J tentang Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu 
unit kedokteran yang bertugas untukpengambilan,penyimpanan, dan 
                                                             
48 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 57. 
49Yesenia Amerelda Laki, “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut 
Ketentuan Hukum Positif di Indonesia”, Jurnal Lex et Societatis Vol.III No. 9, 2015, hlm. 118. 
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pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia untuk transplantasi dan 
penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan kesehatan.50 
Uniknya, ancaman pidana tersebut dari kejahatan menjual-belikan 
organ tubuh tubuh tersebut sangat ringan, di mana ditetapkan berdasarkan 
ketentuan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 346 bahwa kecuali apabila 
dengan ordonnantie ditetapkan lain, maka dalam “peraturan pelaksanaan” 
dapat ditetapkan sebagai hukuman kurungan terhadap pelanggar peraturan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 
7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan disertai perampasan barang 
tertentu ataupun tidak, bagi pelanggar ketentuan dalam Bab II, Bab III, 
Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII Peraturan Pemerintah ini. 
Di era reformasi peraturan yang menegasikan tentang larangan jual 
beli organ tubuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan 
tentang pelarangan tersebut  dijelaskan  lebih  spesifik  dalam  pasal  2,  3,  
4,  5,  6,  7  undang-undang tersebut. Sebagai bahan analisis, misalnya 
pada pasal 2 undang-undang tersebut berbunyi: 
a. “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
                                                             
50 Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981, Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat 
Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. 
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paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus jutarupiah).” 
b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan 
pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat(1).  
Pada penjelasan undang-undang ini disebutkan ayat 1 dalam 
ketentuan ini, kata “untuk tujuan‟ sebelum frasa “mengeskploitasi orang 
tersebut‟ menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang 
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang 
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, 
dan tidak harus menimbulkan akibat. 
Berdasarkan penjelasan pasal 2 undang-undang ini dijelaskan 
bahwa rumusan kata “untuk tujuan‟ dalam rumusan pasal ini menjelaskan 
bahwa pasal tersebut masuk dalam kategori delik formil. Delik formil 
adalah yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta 
hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. 
Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur Pasal 362 
KUHP, tindak pidana pencurian sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, 
apakah orang yang kecurian itu merasa dirugikan atau tidak, merasa 
terancam kehidupannya atautidak.51 
Berdasarkan pasal ini maka ketika unsur-unsur tindak pidana 
perdagangan orang terpenuhi maka sudah dapat dikenakan pidana tanpa 
harus menimbulkan akibat. Dari rumusan pasal di atas dapat diambil 
kesimpulan mengenai unsur-unsur dari pasal tersebut, yaitu: 
a. Unsur subyektif: setiap orang, sengajamelakukan. 
b. Unsur obyektif: melakukan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
                                                             
51Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Medan: USU Press, 2010). hlm. 97. 
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kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi 
bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 
mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
RepublikIndonesia. 
Namun undang-undang tersebut di atas, dirasa belum cukup untuk 
menjawab kasus jual beli organ tubuh manusia di Indonesia, dikarenakan 
undang- undang  ini  masih  sangat  terbatas  hanya  mencakup  kasus  
perdagangan orang “human trafficking” dan belum menyentuh penjualan 
organ tubuh. Oleh karenanya pemerintah akhirnya mencari formula hokum 
terbaru untuk mencegah dan menindak pelaku jual beli organ tubuh 
manusia secara luas hingga lahirlah UU Nomor 36 Tahun 2009 ini. 
Sekurang-kurangnya ada dua pertimbangan stakeholders sebagai 
paradigma lahirnya UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
Pertama, seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman, dunia 
kesehatan juga mengalami hal yang sama terkait metode baru dalam 
pengobatan. Salah satu ditemukan metode pencangkokan organ tubuh 
manusia (transplantasi). Di mana, secara umum dunia medis mengambil 
organ cangkokan dari pendonor yang bersedia sukarela atau yang 
meninggal dunia, namun masalahnya tidak semua keluarga mau 
mendonorkan organ tubuh keluarga yang meninggal tersebut. Artinya ada 
keterbatasan donor yangtersedia. 
Kedua, sebagaimana dikutip dari jurnal Medical Update “Turisme 
Transplantasi Organ” pada Agustus 2007 bahwa sudah menjadi konsensus 
nasional bahwa organ tubuh manusia tidak boleh diperjualbelikan 
meskipun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang sanggup 
membayar. Kegagalan meningkatkan suplai organ tubuh akan 
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menyebabkan penjualan gelap, yakni orang miskin menjual bagian 
tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung.52
 
Namun, dalam fiqh unsur perjanjian jual-beli tidak ada pada 
transplantasi sebab, transplantasi tidak ada unsur esensial perjanjian, 
yaitu berupa barang dan harga sebagaimana yang harus ada di dalam 
perjanjian jual-beli. Di dalam transplantasi, penerima (resipien) tidak 
memberikan uang sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor.Di 
dalam transplantasi ada ketentuan bahwa resipien perlu diberi jaminan 
untuk tidak mengetahui siapa donornya hal ini untuk mencegah efek 
psikologis dan kemungkinan terjadinya ikatan finansial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
52Trini Handayani, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan 
Organ Tubuh Manusia, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 68. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Transplantasi Organ Menurut Hukum Positif 
Berdasarkan fakta di lapangan bahwa kasus perdagangan organ 
tubuh tetap marak terjadi kendati telah ada peraturan perundang-undangan 
yang mengatur larangan hal tersebut. Saat ini sama sekali belum ada kasus 
perdagangan organ tubuh yang masuk ke pengadilan dan hal ini menjadi 
tanda tanya besar bagi banyak pihak. Perdagangan melalui media online 
secara terang-terangan pun seakan-akan tidak menimbulkan keresahan 
bagi aparat penegak hukum. Untuk itulah penting adanya upaya penegakan 
hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan 
mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini 
menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan   
organ   tubuh   ini   menjadi   tindak   pidana   yang   terorganisir   
danmengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.53 
Kedua, model pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 Tentang Kesehatan merupakan regulasi terbaru tentang kesehatan 
menggantikan UU Nomor 23 Tahun 1992. Secara berurut, pada pasal 
64 ayat 1 dijelaskan, “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan 
dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, 
implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, 
serta penggunaan sel punca”. 
Pada pasal 64 ayat 2 “Transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk 
tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Dipertegas 
kembali melalui pasal 64 ayat 3, “Organ dan/atau jaringan tubuh 
dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. 
                                                             
53Hamdan Pasaribu dan Lubis, “Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan 
Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, (Medan : FH USU, 2014). 
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Hal ini sejalan dengan pasal pertama dalam pembukaan UU 
kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah 
satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 
bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.54
 
Pada pasal 11Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatanmenyatakan “Transplantasi alat atau jaringan tubuh 
manusia hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri 
Kesehatan. Transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia tidak boleh 
dilakukan oleh dokter yang merawat atau mengobati donor yang 
bersangkutan”. 
Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat atau jaringan 
tubuh  diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan 
terlebih dahulu diberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk 
dokter konsultan mengenai operasi, akibat-akibatnya dan kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi. Dokter tersebut harus yakin benar, bahwa 
calon donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya dari 
pemberitahuantersebut. 
Lalu bagaimana dengan transplantasi organ illegal yang tidak 
jelas bagaimana proses pemindahan organ tubuhnya. Apakah dilakukan 
oleh dokter ahli dan professional ataukah hanya dokter yang 
mengetahui teknik bedah semata tanpa memiliki standar kesehatan yang 
memadai. Sebab pada pasal 65 dijelaskan “Transplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 
yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di 
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu”. 
Dalam penjelasannya pasal penjelasannya, yang dimaksud 
dengan “fasilitas pelayanan kesehatan tertentu” dalam ketentuan ini 
                                                             
54Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, hlm. 1. 
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adalah fasilitas yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi 
persyaratan antara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya 
untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan 
tubuh.55
 
Sekurangnya ada tiga pokok penting pada pasal tersebut: 
Pertama, tenaga kesehatan ahli, dalam hal ini yaitu dokter spesialis. 
Jika transplantasi jantung maka harus ditunjuk dokter spesialis jantung 
dan bedah. Kedua, kewenangan berarti dokter yang ditunjuk oleh 
pemerintah berdasarkan rekomendasi rumah sakit. Ketiga, fasilitas 
pelayanan kesehatan yang memenuhi standar nasional dan bahkan 
internasional berdasarkan ketetapan undang-undang yang layak 
melaksanakan transplantasi organ tubuh. 
Selanjutnya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa: “Donor atau keluarga donor yang meninggal 
dunia tidak berhak atas kompensasi materiil apapun sebagai imbalan 
transplantasi.” Jadi dalam hal ini pendonor maupun keluarga korban 
harus melakukan donor dengan sukarela dengan tidak mengharapkan 
imbalan apapun. Rasa kemanusiaanlah yang harus ditekankan kepada 
calon pendonor. 
Untuk itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi menyeluruh 
kepada seluruh  lapisan  masyarakat  tentang undang-undang  kesehatan  
ini,  salah satunya jika keluarga korban meninggal dunia maka secara 
ikhlas mau mendonorkan organ tubuh kepada yang membutuhkan. 
Sedangkan bagi pihak rumah sakit tidak boleh mengambil kompensasi 
materiil lebih kepada penerima donor kecuali atas biaya yang 
dikeluarkan pada saat operasi. Jika pendonor tidak sanggup membayar, 
maka pemerintah wajib menanggung pembiayaannya. 
                                                             
55Undang-Undang Nomor 6..., hlm. 94. 
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Diluar persoalan tersebut di atas, maka organ tubuh manusia 
dilarang diperjual-belikan baik di dalam maupun keluar negeri. Dalam 
hal ini menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam bentuk ke 
dan dari luar negeri juga  dilarang, sebab akan dikenai sanksi apabila 
melanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara dan 
denda. Seperti yang tertera dalam Pasal 64 ayat (3)Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 “menyebutkan bahwa organ dan/atau jaringan 
tubuh dilarang diperjual-belikan dengan dalihapapun”. 
Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 192 yang 
berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 
atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (3 )dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar rupiah”. 
Berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas, sangat jelas 
bahwa penjualan organ tubuh manusia sangat dilarang oleh undang-
undang dan bagi siapa terbukti bersalah melakukan praktik jual beli 
organ tubuh manusia akan dikenakan sanksi pidana. Bagi pemilik organ 
tubuh akan beresiko tinggi bila salah satu organ tubuhnya yang sangat 
vital tidak berfungsi apabila telah diambil. 
Permintaan organ tubuh manusia sebenarnya cukup banyak 
diperjual- belikan, bahkan ada yang menawarkan kompensasi 
menggiurkan. Maka tidak heran bila masyarakat miskin tertarik untuk 
menjual salah satu organ tubuhnya. Untuk kepentingan kehidupan 
keluarga mereka tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan, baik dari 
aspek kesehatan, hukum maupun aspek agama. Sejatinya antara hukum 
Islam dan UU kesehatan sama-sama melihat prosedur jual-beli jelas 
bertentangan dengan prinsip penegakan hukum itu sendiri. Sebab, suatu  
organ tubuh manusia apabila telah dijadikan komoditas akan menjadi 
bumerang dalam kehidupan. Dan praktik dehumanisasi di mana, hukum 
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Islam dan hukum positif akan diabaikan, karena pelaku jual-beli hanya 
melihat azas kemanfaatan dari jual- beli itu sendiri. 
B. Transplantasi Organ Menurut Hukum Islam 
1. Transplantasi Organ Dari Donor Yang Masih Hidup: 
Syara’ membolehkan seseorang pada saat hidupnya dengan 
sukarela tanpa ada paksaan  siapa  pun  untuk   menyumbangkan 
sebuah organ tubuhnya atau lebih kepada orang lain  yang  
membutuhkan organ yang disumbangkan itu seperti tangan  atau  
ginjal. Ketentuan itu dikarenakan adanya hak bagi seseorang yang 
tangannya terpotong, atau tercongkel matanya akibat perbuatan orang 
lain unuk mengambil diyat (tebusan), atau memaafkan orang lain yang 
telah memotong tangannya atau mencongkel matanya.  
Memaafkan pemotongan tangan atau pencongkelan mata, 
hakekatnya adalah tindakan menyumbangkan diyat. Sedangkan 
penyumbangan diyat itu berarti  menetapkan adanya pemilikan diyat, 
yang  berarti pula menetapkan adanya pemilikan organ tubuh yang 
akan disumbangkan dengan diyatnya itu. Adanya hak milik orang 
tersebut terhadap organ-organ tubuhnya berarti telah memberinya hak 
untuk memanfaatkan organ-organtersebut, yang berarti ada 
kemubahan menyumbangkan organ tubuhnya kepada orang lain yang 
membutuhkan  organ tersebut. 
Dan dalam hal ini Allah SWT telah membolehkan memberikan 
maaf dalam masalah qishash dan berbagai diyat. Allah SWT 
berfirman : 








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


 
 
Artinya : 
“(178) Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. 
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan 
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi 
maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. 
(179) Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah) 
Islam memerintahkan agar setiap penyakit diobati. Membiarkan 
penyakit bersarangdalam tubuh dapat berakibat fatal, yaitu  kematian. 
Membiarkan diri terjerumus pada kematian adalahperbuatan terlarang. 
Terdapat beberapa hadits yang berbicara tentang transplantasi organ 
yakni sebagai berikut : 
Berkata Syeikh Bin Baz: 
ةرورضلا دنع هيف جرح لاو كلذ يف سأب لا 
“Tidak mengapa (donor darah) ketika darurat.” (Majmu Fatawa 
Syeikh Bin Baz 20/71). 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
رارض لاو ررض لا 
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“Tidak boleh memudharati diri sendiri dan memudharati orang lain.” 
(HR. Ibnu Majah, dan dishahihkan Syeikh Al-Albany). 
Berkata Syeikh Al-Utsaimin:56 
لاخب ًاعيرس ضوعي مدلا نلأ ؛سأب هب ام ناسنلإا رضي لا ناك اذإ مدلاب عربتلافا ف عربتل
ةيناث ةرم تضوع ام اهب تعربت ول ءاضعلأاف ،ءاضعلأاب 
“Donor darah kalau tidak membawa mudharat maka tidak 
mengapa, karena darah itu cepat diganti, beda dengan anggota badan 
karena dia tidak ada gantinya.” (Fatawa Nur ‘Ala Ad-Darb 
Syarat bagi  kemubahan menyumbangkan organ tubuh pada saat 
seseorang masih hidup ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan 
merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup pihak 
penyumbang, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini 
dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan 
mengakibatkankematian pihak penyumbang, yang berarti dia telah 
membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan 
membunuh dirinyasendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang 
lain untuk membunuh dirinya.  
Allah SWT berfirman: 




 
Artinya : 
                                                             
56Ustadz Abdullah Roy, Lc dalam Redaksi Konsultasi Syariah. 
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“(29) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa) 
Allah SWT berfirman pula: 




 
Artinya : 
“(33) Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 
Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami 
telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli 
waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah 
orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’) 
Keharaman membunuh orang yang diharamkan Allah (untuk 
membunuhnya) ini mencakupmembunuh orang lain dan membunuh 
diri sendiri. ImamMuslim meriwayatkan dari Tsabit bin Adl Dlahaak 
RA yangmengatakan bahwa, RasulullahSAW bersabda : “…dan siapa 
saja yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu (alat/sarana), 
maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan alat/sarana tersebut 
dalam nerakaJahannam.” 
2. Hukum Transplantasi Dari Donor Yang Telah Meninggal: 
Hukum tranplanstasi organ dari seseorang yang telah mati 
berbeda dengan hukum transplantasi organ dari seseorang yang 
masih hidup. Untuk mendapatkan kejelasan hukum transplantasi 
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organ dari donor yang sudah meninggal ini, terlebih dahulu harus 
diketahui hukum pemilikan tubuh mayat, hukum kehormatan 
mayat, dan hukum keadaan darurat. 
Mengenai hukum pemilikan tubuh seseorang yang telah 
meninggal, bahwa tubuh orang tersebut tidak lagi dimiliki oleh 
seorang pun. Sebab dengan sekedar meninggalnya seseorang, 
sebenarnya dia tidak lagi memiliki atau berkuasa terhadap sesuatu 
apapun, entah itu hartanya, tubuhnya, ataupun isterinya. Oleh 
karena itu dia tidak lagi berhak memanfaatkan tubuhnya, sehingga 
dia tidak berhak pula untuk menyumbangkan salah satu organ 
tubuhnya atau mewasiatkan penyumbangan organ tubuhnya.57 
Berdasarkan hal ini, maka seseorang yang sudah mati tidak 
dibolehkanmenyumbangkan organ tubuhnya dan tidak dibenarkan  
pula berwasiat untuk menyumbangkannya. Sedangkan mengenai 
kemubahan mewasiatkan sebagian hartanya, kendatipun harta 
bendanya sudah di luar kepemilikannya sejak dia meninggal, hal 
ini karena Asy-Syari’ (Allah) telah mengizinkan seseorang untuk 
mewasiatkan sebagian hartanya hingga  sepertiga tanpa seizin  ahli 
warisnya. Jika lebih dari sepertiga, harus seizin ahli warisnya. 
Adanya izin dari Asy Syari’ hanya khusus untuk masalah harta 
benda dan tidak mencakup hal-hal lain. Izin ini tidak mencakup 
pewasiatan tubuhnya. Karena itu dia tidak berhak berwasiat untuk 
menyumbangkan salah satu organ tubuhnya setelah kematiannya. 
Mengenai hak ahli waris, maka Allah SWT telah 
mewariskan kepada mereka harta benda si mayit, bukan tubuhnya. 
Dengan demikian, para ahli waris tidak berhak menyumbangkan 
salah  satu organ tubuh si mayit, karena mereka tidak memiliki 
tubuh si mayit, sebagaimana mereka juga tidak berhak 
                                                             
57 Cemy Nur Fitria. “Etika Biomedis”. Profesi. (Surakarta) Vol.8. 2012, hlm 5-8 
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memanfaatkan tubuh si mayit tersebut. Padahal syarat sah 
menyumbangkan sesuatu benda, adalah bahwa pihak penyumbang 
berstatus sebagai pemilik dari benda yang akan disumbangkan, dan 
bahwa dia mempunyai hak untuk memanfaatkan benda tersebut.  
Dan selama hak mewarisi tubuh si mayit tidak dimiliki oleh 
para ahli waris, maka hak pemanfaatan tubuh si mayit lebih-lebih 
lagi tidak dimiliki oleh selain ahli waris, bagaimanapun juga posisi 
atau status mereka. Karena itu, seorang dokter atau seorang 
penguasa tidak berhak memanfaatkan salah satu organ tubuh 
seseorang yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan kepada 
orang lain yang membutuhkannya. Adapun hukum kehormatan 
mayat dan penganiayaan terhadapnya, maka Allah SWT telah 
menetapkan bahwa mayat mempunyai kehormatan yang wajib 
dipelihara sebagaimana kehormatan orang hidup. Dan Allah telah 
mengharamkan pelanggaran terhadap kehormatan mayat 
sebagaimana pelanggaran terhadap kehormatan orang hidup. Allah 
menetapkan pula bahwa menganiaya mayat sama saja dosanya 
dengan menganiaya  orang hidup. Diriwayatkan dari A’isyah 
Ummul Mu’minin  RA bahwa Rasulullah SAW 
bersabda:“Memecahkan tulang mayat itu sama dengan 
memecahkan tulang orang hidup.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan 
Ibnu Hibban). 
Apabila hal ini dihubungkan dengan organ tubuh manusia 
untuk transplantasi berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat ( 2 ) dan 
ayat ( 3 ) Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, 
serta Pasal 1 huruf ( e) dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Tentang 
Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta 
Transplantasi dan atau Jaringan Tubuh Manusia, penulis 
berpendapat bahwa organ tubuh manusia termasuk macam benda 
yang tidak dapat diperdagangkan karena organ tubuh manusia 
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dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan tersebut.58 
Dilihat dari unsur perjanjian jual-beli, unsur-unsur jual-beli 
tidak ada pada transplantasi karena di dalam transplantasi tidak ada 
unsur esensialia perjanjian yaitu berupa barang dan harga 
sebagaimana yang harus ada di dalam perjanjian jual-beli. Di 
dalam transplantasi, penerima (resipien ) tidak memberikan uang 
sebagai prestasi membeli organ tubuh dari donor.Di dalam 
transplantasi ada ketentuan bahwa resipien perlu diberi jaminan 
untuk tidak mengetahui siapa donornya hal ini untuk mencegah 
efek psikologis dan kemungkinan terjadinya ikatan finansial. 
Dalam merumuskan hukum tentang jual beli organ tubuh 
manusia, maka hukum Islam bersandar dengan ketetapan para 
ulama menggunakan sumber hukum yang ketiga yaitu arra’yu. 
Arra’yu mengandung beberapa pengertian di antaranya adalah 
ijma’(kebulatan pendapat fuqahamujtahidin pada suatu masa atas 
sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW), ijtihad 
(perincian ajaran Islam yang bersumber dari Alqurandan al-Hadis 
yang bersifat umum), qiyas (mempersamakan hukum suatu perkara 
yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang 
sudah ada ketentuan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah 
ada ketentuan hukumnya), istihsan (mengecualikan hukum suatu 
peristiwa dari hukum peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya), 
maslahat mursalah (penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan 
yang tidak ada ketentuanya dari syara‟ baik ketentuan umum 
maupun ketentuan husus), sadduz zariah (menghambat atau 
menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak 
                                                             
58 Sri Ratna S. “Aspek Hukum dan Fiqh tentang Transaksi Organ Tubuh untuk 
Transplantasi Organ Tubuh Manusia”. (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2010,) hlm.36-40 
.diakses pada tanggal 14 Mei 2018.  
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kerusakan), dan urf (kebiasaan yang sudah turun menurun tetapi 
tidak bertentangan dengan ajaran Islam).59
 
Dalam konteks penetapan fatwa-fatwa MUI terkait organ 
tubuh jelas penggunaan metode qiyas menjadi acuan. Dalam hal ini 
menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuannya 
secara eksplisit di dalam nash, namun ada persamaan illat (motif 
hukum) antara keduanya. Pengukuran dan penyamaan tersebut 
terlepas dari hal-hal yang konkrit, benda-benda yang dapat 
dipegang, diukur dan sebagainya. Maupun yang abstrak. Namun, 
persoalan organ tubuh tentunya masuk ke dalam benda-benda 
yangkonkrit. 
Dinamisasi perkembangan hukum Islam, dapat dilihat 
melalui beberapa hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dalam rangka mengakomodir persoalan organ tubuh manusia, 
meskipun tidak secara langsung terhubung dengan praktik jual beli 
organ tubuh di antaranya, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019, 
yakni memberikan pedoman60 dan panduan bagi masyarakat dan 
pemerintah untuk digunakan pijakan bagi praktik kedokteran. 
Sekaligus sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan 
perundangan. Transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor 
hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan terdapat 
kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’i (dharurah 
syariah). Kemudian, tidak ada dharar bagi pendonor karena 
pengambilan organ atau jaringan tubuh baik sebagian maupun 
keseluruhan. Ketentuan lainnya adalah jenis organ tubuh yang 
dipindahkan kepada orang laintersebut bukan merupakan organ 
                                                             
59Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Cet. 1, 2009), hlm. 4. 
60Friski Riana dan Juli Hantoro, “MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ 
Tubuh”, dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/1216150/mui-keluarkan-fatwa-soal-
transplantasi-organ-tubuh, diakses hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 13.27 WIB.  
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vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. 
Selanjutnya, tidak diperoleh upaya medis lain untuk 
menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi.61 
Istilah lain yang dapat mendeskripsikan donor organ tubuh 
dalam diskursus hukum Islam adalah wakaf organ tubuh. Secara 
umum, wakaf merupakan salah satu dari sekian amalan ibadah 
ijtimā’iyyahmāliyyahmaḥḍah (penghambaan sosial yang 
berhubungan dengan harta sebagai ibadah murni)62, selain hibah, 
sedekah dan infak. Selain termasuk kegiatan ibadah yang beranah 
horizontal, wakaf juga termasuk ibadah yang terpuji bagi umat 
Islam, yaitu berupa membelanjakan harta benda dengan jalan yang 
ma‟ruf. Dianggap terpuji, karena pahala ibadah ini bukan hanya 
dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap 
mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. 
Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula 
pahalanya, terlebih bila yang memanfaatkan hasil wakaf ini orang 
yang berilmu Din al-Islam, ahli ibadah tentunya akan lebih 
bermanfaat lagi. Pewakafnya akan menuai hasilnya di hari kiamat 
nanti. 
Dalam wakaf transplantasi organ tubuh manusia, yang 
merupakan objek wakaf adalah organ tubuh manusia tersebut, 
merupakan kategori benda bergerak. Jadi dari sekian pendapat para 
ulama madzhab tentang hakikat harta benda wakaf, penyusun lebih 
cenderung kepada pendapat madzhab Syafi‟iyah, yaitu yang lebih 
menekankan pada asas kekekalan, keabadian serta kemanfaatan. 
Beliau menginterpretasikan kekekalan sebagai standar utama 
dalam setiap bentuk wakaf. Jadi selama benda tersebut masih ada, 
                                                             
61Ibid. 
62Cholil Bisri, Menuju Ketenangan Batin, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 
hlm. 50 
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maka wakaf tersebut masih berlaku. Wakaf berakhir jika benda 
wakaf tersebut musnah, dalam artian sudah tidak bisa 
dimanfaatkan kembali. Jadi keabadian segala sesuatu adalah 
sampai batas keberadaannya dapat dimanfaatkan, bukan dilihat dari 
„ain bendanya yangmungkin ditakutkan riskan untuk rusak. Selain 
landasan tersebut, Imam Syafi‟i juga menjelaskan bahwa jika 
dikhawatirkan wakaf berakhir, maka menurut beliau objek wakaf 
tersebut  yang merupakan  benda bergerak,  dapat  digantikan 
dengan harta lainnya.63 
Oleh karenanya, dalam hal transplantasi organ 
tubuhmanusiaboleh dilakukan jika; Pertama, merusak tanpa tujuan 
kemaslahatan adalah dilarang. Namun apabila “merusak”dengan 
tujuan kemaslahatan yang lebih besar dibolehkan. Kedua, dalam 
pertimbangan manfaat, seseorang yang masih hidup lebih berhak 
untuk memanfaatkan anggota tubuhnya. Karena itu wajib 
memelihara dan mempertahankan kesehatannya. Bagi si mati, 
secara lahiriyah organ tubuhnya tidak bermanfaat lagi. Sementara 
ada penderita yang masih hidup sangat membutuhkannya. Jika 
transplantasi tidak dilakukan, akan membahayakan dirinya. Dalam 
hal ini tentu berlaku kaidah “maslahat yang lebih besar 
didahulukan daripada maslahat yang lebih kecil”,atau ketika 
terjadi dua mudarat maka wajib memilih mudarat yang lebih 
kecil”. Dengan kata lain, mudarat mengambil organ tubuh si mati 
yang organ tubuhnya tidak lagi dimanfaatkan lebih kecil,dibanding 
madarat orang yang masih hidup yang organ tubuhnya tidak lagi 
dapat difungsikan. 
 
 
                                                             
63Aini Silvy Arofah, “Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam”, 
Jurnal Az-Zarqa’ UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5 No. 2, 2013. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis penulis di atas dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.  Transplantasi Organ di Indonesia 
Tingginya angka keberhasilan dari transplantasi maka 
menyebabkan semakin banyak permintaan akan organ tubuh untuk 
tujuan transplantasi maka keterbatasan donor yang tersedia menjadi 
salah satu permasalahan dan hal tersebut semakin membuka 
kemungkinan untuk terjadinya perdagangan organ tubuh secara 
ilegal. Praktek perdagangan organ tubuh ini menjadi suatu prospek 
yang menguntungkan dan menjanjikan mengingat keuntungan yang 
bisa didapat dari suatu organ yang diperjualbelikan. Ditengah 
himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat dewasa ini, maka 
perdagangan organ tubuh ini menjadi lahan empuk untuk mencari 
penghasilan dan keuntungan. 
2. Transplantasi Organ Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
a. Menurut Hukum Positif 
 Terdapat beberapa hukum positif yang mengatur perihal 
transplantasi organ ini diantaranya, Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran 
Transplantasi Organ, UU No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang 
Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta 
Transplantasi Alat dan Jaringan Organ Tubuh Manusia. 
b. Menurut Hukum Islam 
 Dinamisasi perkembangan hukum Islam, dapat dilihat 
melalui beberapa hasil ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
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dalam rangka mengakomodir persoalan organ tubuh manusia, 
meskipun tidak secara langsung terhubung dengan praktik jual beli 
organ tubuh di antaranya, Fatwa MUI Nomor 13 Tahun 2019, 
yakni memberikan pedoman dan panduan bagi masyarakat dan 
pemerintah untuk digunakan pijakan bagi praktik kedokteran. 
Sekaligus sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan 
perundangan. Transplantasi organ atau jaringan tubuh pendonor 
hidup kepada orang lain dibolehkan dengan ketentuan terdapat 
kebutuhan mendesak yang dibenarkan secara syar’i (dharurah 
syariah). Kemudian, tidak ada dharar bagi pendonor karena 
pengambilan organ atau jaringan tubuh baik sebagian maupun 
keseluruhan. Ketentuan lainnya adalah jenis organ tubuh yang 
dipindahkan kepada orang laintersebut bukan merupakan organ 
vital yang mempengaruhi kehidupan atau kelangsungan hidupnya. 
Selanjutnya, tidak diperoleh upaya medis lain untuk 
menyembuhkannya, kecuali dengan transplantasi. 
B. Saran-saran 
Penulis memberikan saran-saran kepada pembaca sebagai berikut: 
1.  Perlunya mahasiswa/i jurusan Hukum Pidana atau Hukum Pidana 
Islam sadar akan hukum terkait kasus transplantasi organ secara ilegal 
ini. Bahwa organ tubuh makhluk ciptaan Allah SWT sekian triliyun 
jumlahnya di muka bumi ini patut dihargai, tidak saling melukai sesama 
manusia adalah yang paling penting.Kita harus takut, karena semua 
yang kita lakukan dalam pengawasan Sang Pencipta.  
2. Lembaga hukum harus menegakkan hukum-hukum tersebut apabila 
suatu transaksi ilegal terjadi di Indonesia tanpa pandang bulu. 
3. Masyarakat harus menolak jika suatu kasus transplantasi organ secara 
ilegal terjadi di wilayah dimana mereka tinggal. Bahwa keselamatan 
sesama sangat penting agar dalam berkehidupan sehari-hari tercipta 
kondisi yang aman dan sejahtera. 
 
76 
 
1 
DAFTAR PUSTAKA 
Buku-Buku 
Bisri , Cholil, Menuju Ketenangan Batin, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 
2008. 
Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana,Medan: USU Press, 2010. 
Fitria, Cemy Nur, Etika Biomedis. Surakarta: Profesi, 2012. 
Fuadi, Rial, dkk, “Buku Panduan Seminar Proposal, Penulisan dan Uji Skripsi”, 
Surakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2018. 
Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2006. 
Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan    
Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa dan  
Kesehatan, Bandung: Bina Cipta, 1996. 
Nasution,  Barder Johan, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, 
Jakarta: Rineka Cipta, 2005. 
Nuraeny, Henny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana 
dan Pencegahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
Pasaribu, Hamdan dan Lubis, Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan 
Transplantasi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 
Medan : FH USU, 2014. 
Handayani, Trini, Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan 
Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Khususnya Ginjal Untuk 
Kepentingan Transplantasi), Bandung: Mandar Maju, 2012. 
Wisnuwardono, Harjo, Fungsi Medical Record Sebagai AlatPertanggungjawaban 
Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek, Malang : FH Univertas 
Brawijaya, 2002. 
Hasyim, Farida, Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
Rofiq, Fiqh Konstektual, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. 
Sarjono, Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan 
Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN 
Sunan Kalijaga, 2008. 
77 
 
1 
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981. 
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010. 
Milles,Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku 
Sumber tentang Metode-Metode Baru), Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1992. 
Zainuddin, Ali, Hukum Pidana Islam,Jakarta: Sinar Grafika Cet. 1, 2009. 
Undang-Undang dan Kitab 
Microsoft Word, AL-Qur’an (Add-Ins). 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1981,  Tentang Bedah Mayat Klinis dan 
Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Manusia. 
Fatwa MUI No. 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi Orga dan atau Jaringan 
Tubuh dari Pendonor Hidup Untuk Orang Lain. 
Jurnal, Skripsi, Surat Kabar dan Internet 
Admin Penerbit Erlangga Friday, Pengertian Organ Tubuh, dikutip dari 
erlangga.co.id,diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 17.33 WIB 
Arofah, Aini Silvy, “Wakaf Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum 
 Islam”, Jurnal Az-Zarqa’ UIN Sunan Kalijaga, Vol. 5 No. 2, 2013. 
https://m.republika.co.id/amp/lzfbem, diakses hari Minggu tanggal 29 
 September 2019 pukul 21.26 WIB. 
Christianto, Hwian, Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi 
Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan, Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 1, 
2011. Dikutip dari Elib.Unicom.ac.id, hlm. 68 diakses tanggal 22 Oktober 
2019 pukul 18.57 WIB. 
 
 
78 
 
1 
Fatimah, Nur Intan, Transplantasi Organ Tubuh Manusia dalam Perspektif 
Hukum Kesehatan dan Hukum Islam,Lampung: FH Universitas 
Lampung,2018, Skripsi,dikutip dari digilib.unila.ac.id, diakses pada 
tanggal 28 September 2019. 
Gani, Ruslan A. & Yudi Armansyah, Penegakan Hukum Kasus Jual Beli 
OrganTubuh di Indonesia: Model Integratif dengan Pendekatan Hukum 
Islam dan  Kesehatan, Vol 8. Nomor 2. 2016. 
https://konsultasisyariah.com/849-apa-hukum-donor-darah-atau-organ-tubuh.html 
Iqbal, Muhamad.Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum 
Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ 
Tubuh Manusia, Lampung: Pascasarjana Univ. Lampung. 2017. 
“Kisah Dahlan Iskan,Cangkok Hati dan Taruhkan Hati”, dikutip dari Tempo.co 
Laki, Yesenia Amerelda, Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia 
Menurut Ketentuan Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Lex et 
SocietatisVol.III No. 9, 2015. 
Melinda Veronica S. Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati. Lex Et 
Societatis. Vol.1. Nomor 1, 2013. 
Mossa, Ansella Rambu, dkk, Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif 
Kejahatan Lintas Negara”,Malang: FH Univ. Brawijaya,dikutip dari 
hukum.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 
22.14 WIB. 
Anjarwati, Niken, Studi Komparatif Tentang Batas Usia Anak yang Dapat 
Dijatuhi Hukuman Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU 
No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,Sukoharjo: 
Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta, 2019. 
Pasaribu, Merty, Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan 
Transplantasi dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia, 
Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014. 
Riana, Friski dan Juli Hantoro, MUI Keluarkan Fatwa Soal Transplantasi Organ 
Tubuh, dikutip dari https://nasional.tempo.co/read/1216150/mui-
keluarkan-fatwa-soal- transplantasi-organ-tubuh, diakses hari Senin 
tanggal 30 September 2019 pukul 13.27 WIB. 
Simbolon, Melinda Veronica, Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati,  Lex  
Et Societatis, 2013. 
Sukiniarti, Anatomi dan Fisiologi Manusia “Modul 1: Tubuh Manusia”, 
dikutipdari repository.ut.ac.id, diakses tanggal 4 Oktober 2019 pukul 
20.41 WIB. 
79 
 
1 
Suminar, Sri Ratna, Aspek Hukum dan Fiqh tentang Transaksi Organ Tubuh 
untuk Transplantasi Organ Tubuh Manusia, Bandung: Fakultas Hukum 
Unisba, 2010.diakses pada tanggal 14 Mei 2018. 
Sunarti, Wasiat Transplantasi Organ Tubuh Menurut Perspektif Hukum 
Islam,Makassar: Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar,2016, 
Skripsi,dikutipdari repository.uin-alauddin.ac.id, diakses tanggal 13 Mei 
2018. 
Ulfa, Mariyah, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum 
Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Semarang: Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018. 
Oktaviani, Theresia, Upaya Kepolisian dalam Menanggulagi Perdagangan Organ 
Tubuh Manusia (Studi Polda Jawa Barat).Lampung: Fakultas Hukum 
Universitas Lampung, 2018, Skripsi, Dikutip dari 
digilib.unila.ac.idDiakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 21.31 WIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
1 
DAFTAR TABEL 
Tabel I 
Jenis-Jenis Organ Tubuh yang Diperjualbelikan 
 Tabel berikut dapat menjelaskan jenis-jenis organ64 tubuh yang 
diperjualbelikan :65  
No. 
Posisi Organ 
Tubuh 
Organ Tubuh Keterangan 
1. 
Organ Tubuh di 
Rongga Dada 
Jantung Donor jenazah 
2. Paru-paru 
Donor jenazah/donor 
hidup 
3. Jaringan paru 
Donor jenazah/ 
Domino Transplant 
4. 
Organ tubuh 
lainnya 
Ginjal 
Donor jenazah/ donor 
hidup 
5. Hati 
Donor jenazah/donor 
hidup 
6. Pankreas Donor jenazah 
7. Usus Donor jenazah 
8. 
Jaringan tubuh, sel 
dan cairan tubuh 
Donor jenazah 
9. Tangan Donor jenazah 
10. Kornea mata Donor jenazah 
11. 
Skin Graft, termasuk 
transplantasi wajah 
Autografi, yakni 
material yang berasal 
dari diri pasien sendiri 
12. Penis Donor jenazah 
                                                             
64 Ibid. hlm. 167 
65Isfandyarie, Malpraktek dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, (Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 90. 
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13. 
Sel pulau 
LangerHansdi 
Pancreas 
Donor jenazah dan 
donor hidup 
14. 
Sumsum tulang (sel 
punca/Adult Stem 
Cell) 
Donor hidup atau 
autograft 
15. Pembuluh darah 
Autograft, xenograft/ 
xenotransplantasi,don
or jenazah 
16. 
Transfusi darah/ 
transfusi sel-sel 
darah, serum/ plasma 
darah 
Donor hidup dan 
autograft 
17. Katup jantung 
Xenograft/ 
xenotransplantasi dan 
donor jenazah 
18. Tulang 
Donor hidup dan 
donor jenazah 
19.  Kulit 
Donor hidup dan 
donor jenazah 
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Tabel II 
Harga Organ Tubuh Manusia di Pasar Gelap 
  Menurut sebuah situs yang bernama Citizen66menerangkan harga 
organ tubuh manusia di pasar gelap adalah sebagai berikut ini dalam 
rupiah:67 
No. Organ Tubuh Harga (Rupiah) Keterangan 
1. Bola mata Rp. 14.000.000,00 Sepasang 
2. Kulit tengkorak Rp. 5.560.000,00  
3. Tengkorak dengan gigi Rp. 11.000.000,00  
4. Bahu Rp. 4.600.000,00  
5. Arteri coroner Rp. 14.000.000,00  
6. Jantung Rp. 1.100.000.000,00  
7. Hati Rp. 1.400.000.000,00  
8. Tangan dan lengan Rp. 3.500.000,00  
9. Pint darah Rp. 3.100.000,00  
10. Limpa Rp. 4.600.000,00  
11. Perut Rp. 4.600.000,00  
12. Usus kecil Rp. 23.000.000,00  
13. Ginjal Rp. 2.400.000.000,00  
14. Kandung Empedu Rp. 11.100.000,00  
15. Kulit Rp. 91.000,00 Per inci 
 
 
 
                                                             
66Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan 
serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa dan Kesehatan, (Bandung: Bina Cipta, 1996), 
hlm. 46. 
67Ibid. hlm. 168 
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TABEL III 
Pengaturan HAM dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia68 
UU MENGATUR 
SANKSI 
SANKSI PERBANDINGAN ADMINISTR
ASI 
Pasal 
297 
KU
HP 
Perdagangan 
perempuan dan 
anak laki-Laki 
di bawah umur 
Pidana 
penjara 
paling 
lama 6 
tahun 
Dinyatakan tidak 
berlaku lagi setelah 
keluarnya UU 
No.21 Tahun 2007 
Dalam hukum 
pidana: 
Pembaharuan 
Hukum Pidana 
Pasal 
333 
KU
HP 
Merampas 
kemerdekaan 
seseorang atau 
meneruskan 
perampasan 
kemerdekaan 
Pidana 
penjara 
delapan 
tahun, dan 
bila luka 
berat 
pidana 9 
tahun, 
apabila 
mati 
dikenakan 
pidana 
penjara 12 
tahun 
  
Pasal 
3 
UU 
No. 
Setiap orang 
yang 
memasukkan 
orang ke 
Dipidana 
penjara 
paling 
singkat 3 
Adanya pengaturan 
pidana penjara dan 
denda minimum 
dan maksimum.  
 
                                                             
68Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan 
Pencegahannya, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 100-108 
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21 
Tahu
n 
2007 
wilayah NKRI 
untuk tujuan 
eksploitasi di 
NKRI atau luar 
negeri 
tahun atau 
paling 
lama 15 
tahun dan 
pidana 
denda 
paling 
sedikit Rp. 
120.000.0
00,00 
(seratus 
dua puluh 
juta 
rupiah) 
dan paling 
banyak 
Rp. 
600.000.0
00,00 
(enam 
ratus juta 
rupiah) 
 
Pengenaan pidana 
yang baru dalam 
tindak pidana 
pelanggaran HAM 
Pasal 
4 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
membawa 
WNI ke luar 
NKRI dengan 
maksud 
eksploitasi di 
luar NKRI 
Pidana 
penjara 
sama 
dengan 
pasal 3 
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Pasal 
6 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
melakukan 
pengiriman 
anak di dalam 
atau ke luar 
negeri dengan 
cara apapun, 
yang 
mengakibatkan 
anak tersebut 
tereksploitasi 
Pidana 
penjara 
sama 
dengan 
pasal 3 
sampai 
dengan 5 
  
Pasal 
8 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap 
penyelenggara 
negara yang 
menyalahguna
kan kekuasaan 
yang 
mengakibatkan 
terjadinya 
TPPO 
sebagaimana 
diatur dalam 
pasal 2, pasal 
3, pasal 4, 
pasal 5 & pasal 
6 
Pidana 
penjara di 
tambah 
sepertiga 
dan 
ancaman 
pidana 
yang 
diatur 
dalam 
pasal 7 
Kriminalisasi 
terhadap 
penyelenggara 
negara yang 
melakukan TPPO, 
yaitu adanya 
pengenaan sanksi 
pidana dan sanksi 
administrasi.69 
Sanksi diluar 
hukum pidana 
yaitu 
pemberhentian 
tidak dengan 
hormat jabatan 
Pasal 
9 
Setiap orang 
yang 
Pidana 
penjara 
Berbeda dengan 
penyertaan yang 
 
                                                             
69Ibid. hlm. 100-108 
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UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
menggerakkan 
orang untuk 
melakukan 
TPPO 
paling 
singkat 1 
tahun dan 
paling 
lama 6 
tahun dan 
denda 
paling 
sedikit Rp. 
40.000.00
0,00 
(empat 
puluh juta 
rupiah) 
dan paling 
banyak 
Rp. 
240.000.0
00,00 (dua 
ratus 
empat 
puluh juta 
rupiah 
diatur dalam pasal 
55 (1) KUHP yang 
ancaman pidananya 
bergantung pada 
pidana pokok yang 
dilakukan oleh 
pelaku dalam TPPO 
penganjur (uits 
looking) diatur 
tersendiri yang 
tidak bergantung 
pada perbuatan 
poko dari TPPO 
Pasal 
10 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
membantu atau 
melakukan 
percobaan 
TPPO 
Dikenakan 
pidana 
penjara 
sama 
dengan 
pasal 2 
sampai 
dengan 
Hal ini berarti 
pelaku yang 
membantu 
&mencoba 
dianggap selesai 
melakukan TPPO 
Pengenaan 
pidananya berbeda 
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pasal 6 dengan KUHP yaitu 
pemidanaan untuk 
pembantuan & 
percobaan 
dikurangi sepertiga 
Pasal 
11 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
merencanakan 
atau 
permufakatan 
jahat untuk 
melakukan 
TPPO 
Pidana 
penjara 
seperti 
diatur 
dalam 
pasal 2 
sampai 
dengan 
pasal 6 
Perbuatan dengan 
direncanakan/permu
fakatan dipidana 
dengan pemberatan 
ditambah sepertiga 
 
Pasal 
3 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
TPPO yang 
dilakukan oleh 
orang yang 
berada dalam 
korporasi, baik 
atas nama dan 
kepentingan 
korporasi, 
karena 
hubungan kerja 
maupun 
hubungan lain, 
yang berada 
dalam 
lingkungan 
Apabila 
dilakukan 
oleh 
pengurus 
pidananya 
dikenakan 
pemberant
asan dari 
pidana 
yang 
diatur 
dalam 
pasal 2 
sampai 
dengan 
pasal 6 
Terdapat pidana 
lain selain pidana 
penjara, yaitu 
pidana denda 
Selain pidana 
penjara 
korporasi juga 
dikenakan 
pidana denda 
sekaligus 
pidana 
tambahan 
berupa pidana 
administrasi, 
yaitu: 
a. Pencabu
tan ijin 
usaha 
b. Peramp
asan 
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kekayaa
n hasil 
TP 
c. Pencabu
tan 
status 
BH 
d. Pemecat
an 
penguru
s 
e. Pelangg
aran 
kepada 
penguru
s untuk 
mendiri
kan 
korpora
si yang 
sama. 
Pasal 
22 
UU 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang sengaja 
mencegah, 
merintangi, 
atau 
mengagalkan 
langsung/tidak 
langsung 
penyidikan, 
penuntutan, 
Pidana 
penjara 
paling 
singkat  1 
Tahun 
paling 
lama 5 
Tahun dan 
pidana 
denda 
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dan 
pemeriksaan 
disidang 
pengadilan 
terhadap 
tersangka, 
terdakwa atau 
saksi TPPO 
paling 
sedikit Rp. 
40.000.00
0,00 
(empat 
puluh juta 
rupiah) & 
dan paling 
banyak 
Rp. 
200.000.0
00,00 (dua 
ratus juta 
rupiah) 
Pasal 
23 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
membantu 
pelarian pelaku 
TPPO dari 
proses 
peradilan 
pidana 
Sama 
dengan 
pasal 22 
  
Pasal 
24 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Setiap orang 
yang 
memberikan 
identitas saksi 
atau korban 
yang 
seharusnya 
dirahasiakan 
Pidana 
penjara 
paling 
singkat 3 
th dan 
paling 
lama 7 th 
dan pidana 
  
90 
 
1 
denda 
paling 
sedikit Rp. 
120.000.0
00,00 
(seratus 
dua puluh 
juta 
rupiah) 
dan paling 
banyak 
Rp. 
280.000.0
00,00 (dua 
ratus 
delapan 
puluh juta 
rupiah) 
Pasal 
25 
No. 
21 
Tahu
n 
2007 
Pelaku TPPO 
kehilangan hak 
tagihnya atas 
utang/perjanjia
n lainnya 
terhadap 
korban, jika 
utang/ 
perjanjian 
lainnya 
digunakan 
untuk 
eksploitasi 
Tanpa 
pidana 
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